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NURFAIKA ISHAK (B11111357), PENGAWASAN PENANGKAPAN 
IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (SKRIPSI) di bawah 
bimbingan Ruslan Hambali sebagai Pembimbing I dan Romi Librayanto 
sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pengawasan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan peraturan 
teknis lainnya yang dikeluarkan oleh menteri dan dirjen terkait. Selain itu, 
juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seperti 
faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Sub-
bagian Hukum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan, Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan Usaha Perikanan 
Tangkap dan Kepala Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan 
Pengembangan Hukum Laut Biro Hukum dan Organisasi Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Pengambilan data sekunder diperoleh melalui 
Perpustakaan KKP dan Perpustakaan lingkup Universitas Hasanuddin. 
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan maka 
penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan yang telah 
dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun di 
sisi lain masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan 
pengawasan tersebut tidak optimal. Sehingga diperlukannya perbaikan 





NURFAIKA ISHAK (B11111357), SURVEILLANCE OF FISHING IN THE 
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (THESIS) under the guidance of Ruslan 
Hambali as 1st counsellor and Romi Librayanto as 2nd counselor. 
The purposes of this research are to investigate the implementation 
of surveillance of fishing in The Exclusive Economic Zone of Indonesia 
which based on Laws such as Law Number 31 of 2004 Concerning 
Fishery as amended by  Law Number 45 of 2009, and other related 
regulations by minister and director general. In addition, this is also aims to 
determine factors which affect as supporting and inhibiting factors of 
implementation of surveillance. 
This research was conducted at the Ministry of Marine Affairs and 
Fisheries Republic of Indonesia through interview with related parties such 
as Head of Sub Units of Law of Directorate General of Surveillance 
Resources of Marine and Fishery, Head of Section of Business Service 
Evaluation Directorate General of Catch Fishery, Head of Laws of Cross-
Sector and Development Law of The Sea Law and Organization Bureau 
Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Secondary data was taken at 
library of Marine Affairs and Fisheries, and library of Hasanuddin 
University scope. 
Based on final research and analysis which have been done, 
author’s counclusion is implementation of surveillance has be done 
appropriate with laws and regulations but in the other hand, there are still 
inhibiting factors which cause the implementation of surveillance not 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 
pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sesudah 
Kanada.1 Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km2, 
yang terdiri dari 0,4 juta km2 perairan teritorial, perairan nusantara 
seluas 2,8 juta km2 , serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta 
km2.2 Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu 
negara maritim terbesar di dunia. Kondisi yang tentunya membawa 
banyak dampak positif, salah satunya berupa limpahan sumber daya 
alam kelautan, khususnya sumber daya perikanan. 
Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan 
sebuah keuntungan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara 
kepulauan (Archipelagic State). Sumber daya tersebut kemudian 
dikelola sedemikian rupa hingga nantinya mampu memberikan 
manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, 
disamping aspek pengelolaan yang mampu mendatangkan 
                                                          
1
 Lihat Laode M. Syarif, Promotion and Management of Marine Fisheries in 
Indonesia, dalam Towards Sustainable Fisheries Law, A Comparative Analysis, Gerd 
Winter (ed) IUCN Enviromental Policy and Law Paper No.74, 2009, hal. 31, Dikutip dalam 
buku: Alma Manuputty dkk. 2012. Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak 
Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia. Makassar: Arus Timur. Hal: 1 
2
 Alma Manuputty dkk. 2012. Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara 
Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. Makassar: Arus Timur. Hal: 1-2 
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keuntungan secara materil, hal lain yang patut diperhatikan dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan adalah aspek perlindungan 
lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada 
kesinambungan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang. 
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang 
mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perikanan, telah diatur mengenai pegawasan perikanan pada 
Bab XII Pasal 66-70. Urgensi adaya pengawasan pada bidang 
perikanan ini dimaksudkan agar seluruh peraturan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 
Namun yang terjadi saat ini, sebagaimana hasil laporan 
penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Statistik 
KKP, dan berbagai sumber lainnya,  ditemukan begitu banyak hal 
menyimpang dalam aspek pengelolaan dan perlindungan sumber daya 
perikanan terkhusus pada proses penangkapan ikan. Kejahatan dan 
pelanggaran yang terjadi seperti kegiatan pencurian ikan yang tidak 
memiliki izin atau penggunaan izin palsu (Illegal, Unreported, and 
Unregulated Fishing), dan perusakan lingkungan dengan cara 
menggunakan alat tangkap dan cara penangkapan ikan serta bebagai 
macam modus operandi lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur 
dan/atau aturan yang berlaku. 
Adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan 
dengan kenyataan yang terjadi seperti aturan tentang penangkapan 
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ikan dengan alat dan cara serta memiliki izin dari pihak yang 
berwenang kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan 
tersebut, maka disinilah letak pengawasan yang berperan untuk 
mengawal seluruh aturan yang telah ditetapkan. Serta untuk menjamin 
terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan 
berkelanjutan. 
Lawrence M. Friedman mencetuskan tiga unsur penegakan 
hukum yaitu:3 (1) Struktur Hukum; (2) Substansi Hukum; (3) Kultur 
Hukum.  
Terkait kesenjangan antara aturan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya perikanan (penangkapan ikan) dengan 
praktik yang terjadi, struktur hukum (aparat) mempunyai peran untuk 
menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan 
formalnya. Sehingga pengawasan oleh aparat yang berwenang 
terhadap pelaksanaan aturan penangkapan ikan menjadi sangat 
penting. 
Menurut Arifin Abdul Rachman, maksud pengawasan adalah:4 
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan; 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; 
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga 
dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki 
serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; 
                                                          
3
 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 
Hal: 202 
4
 Viktor M. Situmorang. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam 
Lingkup Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal: 23 
4 
 
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 
apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut 
sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. 
 
Pengawasan Terhadap Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi 
Eksklusif, kemudian sangat diperlukan karena Zona Ekonomi Eksklusif 
tersebut mengandung limpahan sumber daya alam khususnya hasil 
perikanan. Sebagaimana kerugian materil yang dilaporkan oleh 
Direktutur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) pada tahun 2008 
mengungkapkan bahwa akibat dari Illegal Fishing tersebut, Negara 
Indonesia dirugikan sekitar Rp.30 Trilyun per tahun.5 Selanjutnya pada 
September 2014, Dr. Dina Sunyowati mengungkapkan bahwa 
Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp.101.040 
Trilliun/Tahun.6 
Selain kerugian materil, Indonesia juga mengalami dampak 
kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan bom ikan. 
Sebagaimana hasil Pusat Penelitian Oseanografi LIPI hingga tahun 
2013 pada 1.135 stasiun menunjukkan bahwa sebesar 30,4 persen 
kondisi terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan.7 
                                                          
5
 Pengawasan udara akan digiatkan demi cegah illegal fishing. 17 November 
2013. Diakses dari http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/10188/Pengawasan-udara-
akan-digiatkan-demi-cegah-illegal-fishing/?category_id=58. Pada 5 November 2014 
6
 Dampak Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia. 22 September 2014 Diakses dari 
[fh.unair.ac.id/files/.../IUU%20FISHING-22%20SEPT%202014.pptx]. Pada 6 November 
2014 
7
 Aktivitas manusia sebabkan kerusakan permanen terumbu karang. 24 April 




Penggunaan alat terlarang juga menjadi penyebab berkurangnya 
potensi sumber daya ikan.8 
Kerugian materil dan kerusakan lingkungan serta sumber daya 
ikan yang terjadi akibat kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan 
penangkapan ikan seperti tidak adanya izin atau pemalsuan izin 
penangkapan serta penggunaan alat dan cara tangkap yang tidak 
sesuai dengan peraturan kemudian berdampak pada kedaulatan 
Negara Indonesia. Indonesia kemudian dapat dikatakan tidak mampu 
menjaga kedaulatannya. Terkhusus jika kejahatan dan/atau 
pelanggaran di bidang perikanan tersebut dilakukan oleh warga negara 
asing dan terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010, merilis 
data terkait wilayah yang bebas IUU (Illegal, Unported, and 
Unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak sebesar 35%, yang 
berarti telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap sumber 
daya perikanan sebesar 65% di seluruh wilayah Indonesia.9 Pada 
tahun 2011, wilayah yang bebas IUU (Illegal, Unported, and 
Unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak sebesar 38%, yang 
berarti telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap sumber 
daya perikanan sebesar 62%.10 Pada tahun 2012, wilayah yang bebas 
IUU (Illegal, Unported, and Unregulated) Fishing dan kegiatan yang 
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merusak sebesar 41,13%, yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan 
dan/atau pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 
58,87% di wilayah Indonesia.11 
Selanjutnya, pada tahun 2013, wilayah yang bebas IUU (Illegal, 
Unported, and Unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak 
sebesar 47,27%, yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan dan/atau 
pelanggaran terhadap sumber daya perikanan sebesar 52,73%.12 Dan 
pada tahun 2014, wilayah yang bebas IUU (Illegal, Unported, and 
Unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak sebesar 36,56%, 
yang berarti bahwa telah terjadi kejahatan dan/atau pelanggaran 
terhadap sumber daya perikanan sebesar 63,44% di wilayah 
Indonesia.13 
Tabel 1: Presentasi Wilayah Indonesia Terjadinya IUU (Illegal, 
Unported, and Unregulated) Fishing dan Kegiatan yang Merusak 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
 
Tahun Presentasi Wilayah Bebas 
IUU dan Tindakan Merusak 
Presentasi Wilayah Terjadi 
IUU dan Tindakan Merusak 
2010 35 % 65 % 
2011 38 % 62 % 
2012 41,13 % 58,87 % 
2013 47,27 % 52,73 % 
2014 36,56 % 63,44 % 
Sumber: Hasil olah data sekunder 









Berdasarkan Tabel 1 (Presentasi Wilayah Indonesia Terjadinya 
IUU (Illegal, Unported, and Unregulated) Fishing dan Kegiatan yang 
Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dapat dilihat bahwa 
selama 5 (lima) tahun terakhir ini, lebih dari setengah wilayah 
Indonesia telah mengalami kerugian akibat kejahatan dan pelanggaran 
berupa pencurian ikan dengan tidak memiliki izin atau memalsukan izin 
dan melakukan perusakan lingkungan dengan menggunakan alat atau 
cara tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan. 
Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 
2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perikanan, menyatakan bahwa setiap orang dilarang 
melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan 
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya 
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 
Kemudian Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa 
setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi 
dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal 
Pengangkut Ikan (SIKPI). 
Hal ini tentu saja membawa kerugian bagi Indonesia yang 
merupakan negara hukum dimana menjunjung tinggi aturan-aturan 
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yang telah ditetapkan. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, 
maka segala sesuatu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan 
bernegara harus memiliki landasan yang jelas. Dengan kata lain, 
semua hal yang ada di negara ini harus diatur oleh hukum dengan 
wujud peraturan-peraturan yang mengikat dan memaksa serta memiliki 
sanksi bagi setiap orang atau badan yang melanggar aturan tersebut. 
Selain itu, juga diperlukannya pengawasan dalam mengawal dan 
menegakkan hukum tersebut. 
Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa:14 
  
salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum. 
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi 
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan 
hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif adalah 
pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau 
konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan 
yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya 
bahwa hukum itu memang “supreme”. 
 
Achmad Ali mengemukakan bahwa:15 
 
salah satu fungsi hukum yaitu sebagai a tool of social control 
atau sebagai alat pengendali sosial untuk menetapkan tingkah 
laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap 
aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan 
oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. 
 
                                                          
14
 Gagasan Negara Hukum Indonesia. 2010. Diakses dari 
www.jimly.com/makalah/.../135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Pada 6 
November 2014 
15
 Achmad Ali. Menguak Op.Cit. Hal: 87 
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Hukum sebagai a tool of social control kemudian memiliki peran 
yang sangat penting bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Salah satunya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan 
terhadap sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan yang 
harus memiliki aturan yang jelas dan mengikat serta ditetapkan oleh 
pihak yang berwenang. Seperti misalnya pengelolaan terhadap 
sumber daya perikanan terkhusus pada proses penangkapan ikan. 
Proses penangkapan ikan ini telah diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan, seperti prosedur perizinan hingga pengawasan 
yang bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum. 
 
Bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif seluas kurang lebih 2.692.762 km2. 16 
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia 
memiliki hak berdaulat (eksklusif) untuk memperoleh manfaat ekonomi 
melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian 
seluruh sumber daya baik hayati maupun non hayati, sedangkan 
negara-negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi di 
ZEEI haruslah mendapat izin dari pemerintah Indonesia.17 
Demikianlah konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif merupakan 
manifestasi dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan 
pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber 
                                                          
16





kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan 
berbatasan dengan wilayah lautnya.18 
Untuk itu, agar kedaulatan Indonesia seutuhnya terjaga, maka 
pengawasan terhadap penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif 
harus mendapat perhatian serius. Karena Zona Ekonomi Eksklusif 
merupakan wilayah kedaulatan terluar Negara Indonesia. 
Sebagaimana Deklarasi Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang dikenal 
dengan “United Nations Conventions on the Law of the Sea”, dimana 
dunia internasional mengakui kedaulatan suatu negara sampai 200 mil 
laut diukur dari garis pangkal lautnya.19 [“The exclusive economic zone 
shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from 
which the breadth of the teritorial sea is measured”]. 
Dari uraian diatas, sangat penting agar kedaulatan Indonesia 
seutuhnya terjaga melalui penegakan aturan sehingga kerugian dari 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya di 
bidang penangkapan, dapat diminimalisir dan/atau dihilangkan. 
Terutama yang terjadi di wilayah kedaulatan terluar Indonesia yaitu 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk 
melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis 
dan mendasar mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
perikanan dengan judul “Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia”. 
                                                          
18
 Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi 
dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni. Hal: 359 
19
 Lihat Pasal 57 United Nations Conventions on the Law of the Sea. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang 
menjadi rumusan masalah penulis adalah: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia? 
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khusunya di bidang 




2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
pemerintah dan seluruh aparat yang terlibat dalam melaksanakan 







A. Tinjauan Umum Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam 
pembendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh 
Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pengawasan 
adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak 
yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.20 
Pengertian lain memandang bahwa pengawasan adalah 
suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya 
diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk 
mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam 
pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan 
tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi 
tercapainya wujud semula.21 
Selanjutnya S.P Siagian memberikan definisi tentang 
pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 
                                                          
20
 Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Raja Grafindo. Hal: 3-4 
21
 Hidayat. 1984. Sekilas Tentang Pengawasan. Majalah Keuangan No.125. Hal: 
23, Dikutip dalam buku: Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Raja 
Grafindo. Hal: 4 
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pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya.22  
Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana 
merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah 
(bestuurrechtshan delling), suatu tindakan yang dimaksud untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum.23 
Viktor M. Situmorang mendefinisikan pengawasan adalah 
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan 
dan sasaran yang hendak dicapai.24  
Dalam definisi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) 
menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan; (2) 
menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh 
pengawas tersebut. Istilah ketentuan dalam definisi di atas 
mengandung arti yaitu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  
Kemudian istilah sasaran yang hendak dicapai dalam definisi 
tersebut artinya sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dan 
memenuhi prinsip daya guna dan prinsip hasil guna. Jadi, definisi 
tersebut di atas memiliki ruang lingkup diterapkannya terhadap 
                                                          
22
 S.P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, 
Dikutip dalam buku: Viktor M. Situmorang. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat 
Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal: 19 
23
 Ridwan H.R. 2011. Hukum Administrasi Negara.  Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. Hal: 187-188 
24
 Viktor M. Situmorang. Op.cit.  Hal: 21-22 
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kegiatan atau pekerjaan yang sedang berjalan, juga terhadap 
pekerjaan atau kegiatan yang telah selesai. 
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan25 
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai 
tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada 
pengawasan karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan 
yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana 
(planning) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Sehingga 
pada prinsipnya, pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 
 
a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 
dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali 
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan 
yang baru; 
c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah 
ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan 
sesuai dengan yang telah direncanakan; 
d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 
tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 
planning atau tidak; 
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning yaitu standard. 
 
Sedangkan menurut Leonard D. White bahwa maksud pengawasan 
itu adalah: 
a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk 
tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta 
persetujuan dari rakyat; 
b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh 
undang-undang dari pada tindakan penyalagunaan 
kekuasaan. 
 
Kemudian mengenai maksud pengawasan ini dikatakan oleh Arifin 
Abdul Rachman adalah: 
 
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan; 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan 
sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah 
ditetapkan; 
                                                          
25
 Ibid, Hal: 22-27 
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c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga 
dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki 
serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; 
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien 
dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan perbaikan lebih 
lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. 
 
Adapun tujuan dari pengawan yang dikemukakan oleh Viktor M. 
Situmorang dan Jusuf Juhir dalam bukunya Aspek Hukum 
Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah 
yaitu: 
 
a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan 
berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen 
pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta 
ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan 
terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control 
social) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab. 
b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan 
aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. 
Agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi 
atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-
masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih 
mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap 
masyarakat. 
Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk: 
a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 
kebijakan dan perintah; 
b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; 
c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan; 
d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau 
jasa yang dihasilkan; 
e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi. 
 
3. Macam – Macam Pengawasan26 
a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang 
dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan 
                                                          
26
 Ibid, Hal: 27-29 
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mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on 
the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan 
secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan 
inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan 
dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari 
pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-
pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on 
the post”. 
 
b. Pengawasan Preventif dan Represif 
Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit 
sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif 
dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan 
dan sebagainya 
. 
c. Pengawasan Intern dan Ekstern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya 
pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan 
tetapi, di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena 
itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya 
berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan 
pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in 
pada setiap jabatan pimpinan; mereka harus mengawasi unit 
khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan 
melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam 
organisasi itu, seperti inspektorat jenderal dalam departemen. 
Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. 
 
 Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat ialah: 
a. Pengawasan Melekat 
Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 
pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan 
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langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif 
agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara 
berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pengawasan Fungsional 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun 
ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan 
tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai 
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Pengawasan Masyarakat 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga 
masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada 
aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan 
pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang 
bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung 
maupun melalui media. 
d. Pengawasan Legislatif 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 
perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan 




B. Pengawasan Penangkapan Ikan 
Agar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, pengelolaan 
perikanan dilakukan pengawasan oleh petugas yang disebut 
pengawas perikanan. Pengawas perikanan merupakan suatu kegiatan 
untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang 
menyimpang maupun melakukan tindakan yang bersifat represif atas 
suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
perikanan. Singkatnya pengawasan perikanan untuk menanggulangi 
tindakan penyimpangan atau pelanggaran agar pelaku perikanan 
mematuhi atau mentaati kaidah-kaidah hukum perikanan yang 
berlaku.27 
1. Dasar Hukum Pengawasan 
a. Undang-Undang (UU) 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia 
Bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan 
memanfaatkan segenap sumber daya alam harus dilindungi 
dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. 
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
Bab XII (Pengawas Perikanan), 
Pasal 66 
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 Gatot Supramono. 2011. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang 
Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 57 
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(1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas 
perikanan. 
(2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perikanan. 
(3) Pengawas tertib pelaksanaan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Kegiatan penangkapan ikan; 
b. Pembudidayaan ikan, perbenihan; 
c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; 
d. Mutu hasil perikanan; 
e. Distribusi keluar masuk obat ikan; 
f. Konservasi; 
g. Pencemaran akibat perbuatan manusia; 
h. Plasma nuftah; 
i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan 
j. Ikan hasil rekayasa genetik. 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 71 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat 
mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 
pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang 
bertanggung jawab 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas yang 
merupakan pejabat fungsional. 
Pasal 72 : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan. 
b. Peraturan Menteri (Permen) 
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1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka 
Kreditnya. 
Jabatan fungsional pengawas perikanan adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 
jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan perikanan yang diduduki oleh pegawai negeri 
sipil.28 Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan pengawasan perikanan.29 
Pengawasan perikanan adalah kegiatan pengawasan 
yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan 
pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil 
perikanan agar konsisten dalam penerapan standar 
teknologi dan peraturan terkait.30 
Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi 
persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan 
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 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Perikanan dan Angka Kreditnya 
29
 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Perikanan dan Angka Kreditnya 
30
 Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Perikanan dan Angka Kreditnya 
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pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, 
melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan 
perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi.31 
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
Pasal 79 
(1) Setiap usaha perikanan tangkap dilakukan pemantauan, 
pengendalian, dan pengawasan; 
(2) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh 
pengawas perikan dan/atau kapal pengawas perikanan; 
(3) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem 
Pemantauan Kapal Perikanan 
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang 
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem 
pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan 
peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui 
pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.32 
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 Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
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4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang 
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 
Pengawasan perikanan adalah kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perikanan. Sedangkan pengawas perikanan adalah pegawai 
negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.33 
c. Keputusan Menteri (Kepmen) 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP/02/MEN/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan Penangkapan Ikan 
Pengawasan adalah kegiatan operasional dalam rangka 
menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 
dalam pengendalian sumberdaya ikan.34 Pengawasan 
penangkapan ikan adalah pengawasan yang dilakukan 
terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan 
dan/atau pengangkutan ikan.35 Pengawas perikanan bidang 
penangkapan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan 
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 Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 
34
 Lihat Pasal 1 Angka 19 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP/02/MEN/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan 
35
 Lihat Pasal 1 Angka 21 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP/02/MEN/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan 
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ditetapkan oleh menteri yang berwenang atau oleh pejabat yang 
ditunjuk.36 
Pasal 5 ayat (1) pengawasan penangkapan ikan dan atau 
pengangkutan ikan dilakukan terhadap: 
a. Kapal penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang 
sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan 
operasi penangkapan dan atau pengangkutan ikan; 
b. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan 
ikan; 
c. Alat angkut ikan lainnya; 
d. Bahan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan. 
Ayat (2) Pengawasan penangkapan ikan dan atau 
pengangkutan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut: 
a. Pelabuhan Perikanan; 
b. Pangkalan/pusat pendaratan ikan; 
c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan 
pangkalan kapal perikanan; 
d. Tempat-tempat kapal sedang melakukan kegiatan; 
e. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
d. Keputusan Dirjen (Kepdirjen) 
1. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP 294/DJ-PSDKP/2010 
Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan 
Sumberdaya Perikanan 
Prosedur Operasional Standar pengawasan 
sumberdaya perikanan dimaksudkan agar setiap pengawas 
perikanan mempunyai acuan atau pedoman yang standar 
dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dan diharapkan 
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 Lihat Pasal 1 Angka 26 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP/02/MEN/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan 
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ada peningkatan kinerja pengawas perikanan dalam 
melaksanakan kegiatan pengawasan. 
Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan, prosedur pengawasan terdiri dari: 
a) Setiap petugas pengawas perikanan yang akan 
melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan 
wajib: 
1. Memakai seragam dinas pengawas perikanan; 
2. Menunjukkan tanda identitas pengawas perikanan 
atau surat perintah tugas dari atasan langsung 
petugas pengawas perikanan. 
b) Sebelum petugas melakukan pemeriksaan terlebih 
dahulu memberitahukan kepada pemilik kapal/pengurus 
atau penanggung jawab objek pemeriksaan bahwa akan 
dilakukan pemeriksaan; 
c) Setiap petugas pengawas perikanan yang akan 
melakukan pemeriksaan, hanya memeriksa objek yang 
terkait dengan tugasnya dan didampingi oleh pemilik 
kapal/pengurus atau penanggung jawab objek 
pemeriksaan; 
d) Setiap petugas pengawas perikanan yang akan 
melakukan pemeriksaan wajib tertib, sopan dan 
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mematuhi ketentuan standar yang ada di lokasi objek 
pemeriksaan; 
e) Setiap petugas pengawas perikanan, dilarang menerima 
uang atau barang sebagai imbalan pemeriksaan atau 
yang dapat mempengaruhi atau terkait dengan hasil 
pemeriksaan. 
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.143/DJ-PSDKP/2012 
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal 
Perikanan 
Pasal 4, Objek pengawasan kapal perikanan meliputi: 
a. Dokumen perizinan kapal perikanan; 
b. Fisik kapal perikanan; 
c. Alat penangkapan ikan; 
d. Alat bantu penangkapan ikan; 
e. Jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan; 
f. Ikan hasil tangkapan; 
g. Bahan dan/atau alat selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan d; 
h. Transmitter sistem pemantauan kapal perikanan; 
i. Ikan yang diangkut; 
j. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah; 
k. Awak kapal. 
2. Pengertian Penangkapan Ikan 
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan, mengandung pengertian penangkapan ikan sebagai 
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 
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kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkan. 
3. Subjek Pengawasan 
a. Pengawas 
Pengawas perikanan merupakan pegawai negeri sipil 
yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri 
atau pejabat yang ditunjuk. Pegawas perikanan dapat dididik 
untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan 
dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas 
perikanan.37 Jabatan fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.38 
Pada hakikatnya jabatan fungsional sebagai jabatan 
teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun 
sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi 
pemerintah.39 
Selain pengawas perikanan yang berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 
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Tahun 2004 Tentang perikanan memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk turut serta dalam membatu 
pengawasan perikanan. 
b. Tugas dan Wewenang 
Pengawas perikanan melaksanakan tugas di:40 
1. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; 
2. Kapal perikanan; 
3. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang 
ditunjuk; 
4. Pelabuhan tangkahan; 
5. Sentra kegiatan perikanan; 
6. Area pembenihan ikan; 
7. Area pembudidayaan ikan; 
8. Unit pengolahan ikan; dan/atau kawasan konservasi 
perairan. 
Pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan 
dengan:41 
1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau 
SIKPI, Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar; 
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan 
pengembangan perikanan; 
3. Memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP; 
4. Memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan; 
5. Memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal 
perikanan dengan Crew List; 
6. Memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal 
penangkapan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan 
alat penangkapan ikan tertentu; 
7. Memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat 
penangkapan ikan; 
8. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut; 
9. Memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan check 
point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya 
dengan SIKPI; 
10. Memeriksa penerapan log book penangkapan ikan. 
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 Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas 
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 Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 
2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 
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Dalam Melaksanakan tugas, pengawas perikanan 
berwenang:42 
1. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan; 
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 
perikanan; 
3. Memeriksa kegiatan usaha perikanan; 
4. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
kegiatan perikanan; 
5. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI; 
6. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan; 
7. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan 
untuk keperluan pengujian laboratorium; 
8. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan 
kapal perikanan; 
9. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan 
menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut 
diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai 
dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di 
pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih 
lanjut oleh penyidik; 
10. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk 
memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
11. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang 
berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau 
membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan 
dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau 
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawas 
perikanan, berdasarkan Pasal 66C ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengawas 
perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, 
senjata api, dan/atau alat pengaman diri. 
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Selanjutnya, kapal pengawas perikanan berfungsi 
melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang 
perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan.43 Dalam 
melaksanakan fungsi tersebut, penyidik dan/atau pengawas 
perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa 
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang 
berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.44 
Penyidik di bidang perikanan terdiri dari Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, 
dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan, menjelaskan bahwa Penyidikan tindak 
pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil 
perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan 
terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di 
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 Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
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 Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
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pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik 
pegawai negeri sipil perikanan. 
Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan, bahwa penyidik berwenang: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana di bidang perikanan; 
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk 
didengar keterangannya; 
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai 
tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga 
digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak 
pidana di bidang perikanan; 
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, 
dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka 
melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 
perikanan; 
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di 
bidang perikanan; 
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan tindak pidana di bidang perikanan; 
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan 
dan/atau hasil tindak pidana; 
11. Melakukan penghentian penyidikan; dan 
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
4. Objek Pengawasan 
a. Izin 
Perizinan penangkapan ikan diatur di dalam Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang 
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia. 
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Pada Bab III, Pasal 11 peraturan menteri tersebut disebutkan 
bahwa: 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di 
WPP-NRI wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. 
(2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk 
SIUP; 
b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk 
SIPI; dan 
c. Izin kapal pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam 
bentuk SIKPI. 
(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri 
dari: 
a. SIUP Perorangan; 
b. SIUP Perusahaan; dan 
c. SIUP penanaman modal. 
(4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri 
dari: 
a. SIPI untuk kapal penangkapan ikan yang dioperasikan 
secara tunggal; 
b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan 
dalam satuan armada penangkapan ikan; 
c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; 
dan 
d. SIPI untuk kapal latih atau penelitian/eksplorasi 
perikanan. 
(5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri 
dari: 
a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan; 
b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan 
pangkalan ke pelabuhan muat; 
c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola 
kemitraan; 
d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan 
ekspor; 
e. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing 
yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan 
perikanan; dan 
f. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia 
yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan 
perikanan. 
 
Untuk melakukan pengelolaan sumber daya perikanan, 
orang perorangan maupun kelompok wajib memperoleh izin 
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terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin tersebut pada 
dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu izin lingkungan 
dan izin usaha perusahaan.45 
1. Izin Lingkungan 
Pengelolaan perikanan merupakan salah satu kegiatan 
yang selalu berkaitan dengan lingkungan hidup dan merupakan 
bagian dari lingkungan hidup itu sendiri sehingga di dalam 
pengelolaannya diperlukan izin. Sebagai contoh, dalam proses 
penangkapan ikan harus dengan cara yang wajar dengan tidak 
menggunakan bahan peledak, obat bius dan yang lainnya yang 
dapat merusak ekosistem. 
 
Izin lingkungan ini bersifat memaksa karena tidak dapat 
ditawar atau dinegoisasikan dari ketentuan yang telah 
ditetapkan sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan ini juga 
merupakan syarat untuk memperoleh izin-izin lainnya, “izin 
lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin 
usaha dan atau kegiatan”.46 
AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
berkaitan erat dengan izin lingkungan karena untuk 
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mendapatkan izin lingkungan harus melalui amdal terutama bagi 
usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup seperti sektor perikanan karena berpotensi 
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta 
kemerosotan sumber daya perikanan. 
Setelah amdal disusun sebagai dokumen kemudian 
dinilai oleh komisi penilai amdal yang dibentuk oleh menteri, 
gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang dimiliki. 
Pada tingkat pusat berada di bawah wewenang Kementerian 
Lingkungan Hidup, tingkat provinsi di bawah wewenang 
Bapedalda Provinsi dan tingkat kabupaten kota di bawah 
wewenang Bapeldalda/ bagian pengelolaan lingkungan hidup 
kabupaten/kota. Hasil penilaian komisi amdal ini akan menjadi 
dasar pertimbangan pejabat yang berwenang selanjutnya untuk 
mengambil keputusan pemberian izin lingkungan. 
Setelah diterbitkannya izin lingkungan, maka pemegang 
izin wajib melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang 
diberikan. Dan apabila yang bersangkutan melakukan 
pelanggaran terhadap izin yang diberikan, maka sesuai dengan 
Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksinya dapat berupa: a. teguran 
tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; 
d. pencabutan izin lingkungan. 
35 
 
Teguran tertulis merupakan sanksi administrasi yang 
bersifat ringan; paksaan pemerintah bersifat sedang; 
pembekuan izin dan pencabutan izin merupakan hukuman 
administrasi yang bersifat berat yang dapat diselesaikan melalui 
pengadilan tata usaha negara. 
2. Izin Usaha Perikanan (SIUP) 
Untuk izin usaha perikanan maka dibuktikan dengan 
surat izin usaha perikanan (SIUP) yang merupakan izin tertulis 
yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam izin tersebut47, yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 
Dasar hukum bagi SIUP ini yaitu pada Pasal 26 ayat (1) 
UU perikanan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang 
melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran 
ikan. Hal ini mendapat pengecualian bagi nelayan-nelayan kecil 
dan pembudi daya - ikan kecil. 
3. Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
Setelah Surat Izin Usaha Perikanan keluar, maka 
selanjutnya untuk dapat melakukan penangkapan ikan 
diperlukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). SIPI merupakan 
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izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP.48 
Hal ini juga sesuai dengan pasal 27 UU perikanan yang 
menjadi landasan pentingnya SIPI untuk menangkap ikan. 
Dijelaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia wajib memiliki SIPI. Adapun pejabat yang berwenang 
untuk menerbitkan SIPI sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. PER.16/MEN/2010 
untuk kapal perikanan berukuran diatas 30- 60 Gross Tonnage 
(GT) diserahkan kepada gubernur. Sedangkan untuk kapal yang 
berukuran di atas 60 GT menjadi kewenangan Dirjen Perikanan 
Tangkap. SIPI juga berlaku bagi kapal-kapal asing yang 
melakukan penagkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI).  
Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah 
penangkapan ikan yang tercantum dala SIPI – merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanaan 
Republik Indonesia (WPPRI).49 
Kewajiban memiliki SIPI di ZEEI Indonesia cukup 
beralasan karena jika dilihat dari potensinya sumber daya 
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perikanan yang terkandung di wilayah perairan nasional dan 
ZEEI yang seluas 5,8 juta km2 adalah sebesar 6,26 juta ton 
pertahun (Position Paper KPPU terkait kebijakan klaster 
Perikanan Tangkap). Oleh karena itu SIPI dapat digunakan 
untuk memproteksi pengelolaan perikanan di luar laut teritorial 
terutama agar kapal-kapal asing tidak dengan mudah 
melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut.50 
Pemberian SIPI untuk kapal asing yang akan beroperasi 
di wilayah Republik Indonesia (ZEEI) harus berdasarkan adanya 
perjanjian perikanan antara Indonesia dengan negara yang 
bersangkutan. Perjanjian tersebut tentunya memuat kewajiban 
bagi kapal asing untuk bertanggung jawab atas kepatuhan kapal 
perikanannya agar mematuhi perjanjian yang telah 
ditandatangani dengan Negara Indonesia.  
4. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 
Izin selanjutnya setelah SIUP dan SIPI adalah Surat Izin 
Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang merupakan izin tertulis 
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 
pengangkutan ikan.51 Materi ketentuan tentang SIKPI pada 
dasarnya sama dengan ketentuan SIPI. Semua pemilik maupun 
orang yang mengoperasikan kapal pengangkutan ikan 
diwajibkan menunjukkan SIKPI aslinya, kecuali bagai nelayan 
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kecil dan pembudi daya - ikan kecil yang hanya bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai kapal-kapal 
perikanan yang mengangkut hasil tangkapan ikan di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (yang merupakan salah satu 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia), dapat 
merupakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. 
b. Kapal Perikanan 
Penggunaan kapal perikanan dalam melakukan 
penangkapan ikan di wilayah perikanan di dunia, khususnya di 
Indonesia, merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak bisa 
terelakkan.52 
Salah satu kegiatan yang sangat menunjang dan 
menentukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan 
adalah adanya kegiatan transportasi berupa pengangkutan ikan. 
Namun demikian setiap kapal yang dipergunakan untuk 
mengangkut ikan tetap harus mendapat izin dari Dirjen 
Perikanan. Persyaratan penggunaan perizinan kapal 
pengangkut ikan ini, tujuannya adalah agar semua kapal 
perikanan pengangkut ikan ini benar-benar layak sebagai kapal 
yang dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya.53 
Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 
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KEP.143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis 
Operasional Pengawasan Kapal Perikanan, memuat bahwa 
kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang 
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, 
pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan 
penelitian/eksplorasi perikanan. 
Pada ayat (3), kapal perikanan Indonesia adalah setiap 
kapal perikanan yang didaftarkan di Indonesia dan berbendera 
Indonesia. Sedangkan pada ayat (4), kapal perikanan asing 
adalah setiap kapal perikanan yang tidak didaftarkan di 
Indonesia dan tidak berbendera Indonesia. Ayat (5), kapal 
penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan 
untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, 
mendinginkan dan/atau mengawetkan. 
Pada pasal 4, bahwa: Objek pengawasan kapal 
perikanan meliputi: 
a. Dokumen perizinan kapal perikanan; 
b. Fisik kapal perikanan; 
c. Alat penangkapan ikan; 
d. Alat bantu penangkapan ikan; 
e. Jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan; 
f. Ikan hasil tangkapan; 
g. Bahan dan/atau alat selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan d; 
h. Transmitter sistem pemantauan kapal perikanan; 
i. Ikan yang diangkut; 
j. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah; 
k. Awak kapal. 
 
c. Wilayah dan Jalur Penangkapan 
1. Wilayah  
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Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan, bahwa: 
(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk 
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 
meliputi: 
a. Perairan Indonesia 
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air 
lainnya yang dapat diusahakan serta lahan 
pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah 
Republik Indonesia 
(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia, sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau 
standar internasional yang diterima secara umum. 
2. Jalur Penangkapan 
Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang 
merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan 
pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat 
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penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang 
dilarang.54 
WPP-NRI adalah singkatan dari Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia yang merupakan 
wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan 
yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut 
teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif.55 
Adapun jalur penangkapan ikan di WPP-NRI terdiri dari:56 
a. Jalur penangkapan ikan I 
Jalur penangkapan ikan I terdiri dari jalur IA dan jalur IB. 
IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil 
laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut 
terendah. Sedangkan jalur IB meliputi perairan pantai di 
luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. 
b. Jalur penangkapan ikan II 
Jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur 
penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil 
laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. 
c. Jalur penangkapan ikan III 
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Jalur penangkapan ikan III meliputi Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur 
penangkapan ikan II. 
Pasal 5, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No.PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia, 
1) Jalur penangkapan ikan di WPP-NRI ditetapkan 
berdasarkan karakteristik kedalaman perairan 
2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
a. Perairan dangkal (<200 meter) yang terdiri dari: 
1. WPP-NRI 571, yang meliputi perairan Selat Malaka 
dan Laut Andaman; 
2. WPP-NRI 711, yang meliputi perairan Selat 
Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; 
3. WPP-NRI 712, yang meliputi perairan Laut Jawa; 
4. WPP-NRI 713, yang meliputi perairan Selat 
Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 
dan 
5. WPP-NRI 718, yang meliputi perairan Laut Aru, Laut 
Arafura, dan Laut Timor bagian timur. 
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b. Perairan dalam (>200 meter) yang terdiri dari: 
1. WPP-NRI 572, yang meliputi perairan Samudera 
Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda; 
2. WPP-NRI 573, yang meliputi perairan Samudera 
Hindia sebelah selatan jawa sampai dengan sebelah 
selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor 
bagian barat; 
3. WPP-NRI 714, yang meliputi perairan Teluk Tolo 
dan Laut Banda; 
4. WPP-NRI 715, yang meliputi perairan Teluk Tomini, 
Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan 
Teluk Berau; 
5. WPP-NRI 716, yang meliputi perairan Laut Sulawesi 
dan sebelah utara Pulau Halmahera; dan 
6. WPP-NRI 717, yang meliputi Perairan Teluk 
Cendrawasih dan Samudera Pasifik 
d. Alat Penangkapan Ikan57 
Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No.PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
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Republik Indonesia, alat penangkapan ikan di WPP-NRI 
menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu: 
1. Jaringan Lingkar (surrounding nets); 
2. Pukat Tarik (seine nets); 
3. Pukat Hela (trawls); 
4. Penggaruk (dredges); 
5. Jaring Angkat (lift nets); 
6. Alat yang dijatuhkan (falling gears); 
7. Jaring Insan (gillnets and entangling nets); 
8. Perangkap (traps); 
9. Pancing (hooks and lines); dan 
10. Alat Penjepit dan Melukai (grappling and wounding). 
C. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar 
laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari 
garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.58 
Ketentuan ZEE ini diatur dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, 
BAB V (Zona Ekonomi Eksklusif) Pasal 55 - Pasal 75. 
Selanjutnya, arti penting Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
dapat dipahami melalui beberapa ketentuan yang memuat pengertian 
tentang ZEEI antara lain: 
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Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan 
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia 
yang melalui dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan 
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut 
wilayah Indonesia.59 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut 
ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial 
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang 
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil 
laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.60  
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan 
berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia 
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari 
mana lebar laut teritorial diukur.61 
Dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh Pemerintah Indonesia maka sangatlah jelas bahwa Negara 
Indonesia tunduk kepada ketentuan yang ada dalam konvensi hukum 
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laut tahun 1982. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi untuk 
Pemerintah Indonesia untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut 
sampai 200 mil.62 
1. Pengaturan dan Penetapan Batas ZEEI 
Pengaturan tentang kedaulatan dan yuridiksi negara di laut 
secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi jenewa 
tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona 
tambahan; perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut 
lepas; landas kontinen; dan laut lepas.63 
Pada tahun 1982 diadakan konferensi perserikatan bangsa-
bangsa tentang hukum laut atau yang dikenal dengan United 
Nations Convention on the Law of the Sea) / UNCLOS yang 
menyepakati berbagai ketentuan yang berlaku di wilayah laut 
seperti pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian sumber 
daya alam hati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE). 
Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif merupakan manifestasi 
dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan 
pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber 
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kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan 
berbatasan dengan wilayah lautnya.64 
Konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut 
memberikan Republik Indonesia sebagai negara pantai hak 
berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang 
terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain dari pada itu, 
Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara 
lain di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain kebebasan pelayaran 
dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan 
pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif.  
Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya 
alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai 
dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut, 
negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam 
hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan 
seluruh sumber daya alam hayati tersebut. 
Selanjutnya, sebagaimana pengertian ZEEI yang 
diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia, adapun penerapan batas-batas ZEEI dengan 
negara lain jika ZEEI tersebut tumpang tindih dengan zona 
eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau 
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berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi 
Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan 
persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang 
bersangkutan.  
Selama persetujuan tersebut belum ada dan tidak terdapat 
keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas 
Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut 
adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis 
pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan 
garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara 
tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai 
persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan 
batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.65 
2. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di ZEEI 
Jarak 200 mil laut yang merupakan wilayah ekonomi dengan 
kedaulatan yang melekat khususnya berkaitan dengan masalah 
ekonomi, mengandung arti bahwa untuk hal-hal yang tidak 
berkaitan dengan kegiatan ekonomi (hayati dan non hayati) 
Indonesia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur kecuali 
yang berkaitan pencemaran laut.66 
Berdasarkan UNCLOS pada Pasal 69 bahwa negara tak 
berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar 
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keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan 
sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara -negara 
pantai. Kemudian pada Pasal 70, Negara yang secara geografis tak 
beruntung juga mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar 
yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus 
sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara -negara 
pantai. Negara yang masuk dalam kategori “Negara yang secara 
geografis tak beruntung” adalah negara pantai termasuk negara 
yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang 
letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi 
sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. 
Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF) 
adalah konverensi internasional yang diadakan pada tahun 1995, 
yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara 
anggota dan bukan anggota, komunitas nelayan, organisasi 
internasional dan semua orang yang terlibat dengan perikanan, 
dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang 
berkaitan dengan ekspolitasi, konservasi, pengelolaan hasil dan 
pemasaran sumber daya perikanan (Pasal 1 (2)). Dalam CCRF 
ditetapkan 19 prinsip-prinsip umum, yang diharapkan menjadi 
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acuan global dalam pengelolaan, pelestarian, pengolahan hasil dan 
pemasaran hasil sumber daya alam hayati laut yaitu:67 
1. Negara dan para pengguna sumber daya hayati laut 
harus melestarikan ekosistem perairan. Hak menangkap 
ikan senangtiasa diikuti dengan tanggung jawab untuk 
menjamin efektivitas pelestarian sumber daya. 
2. Manajemen perikanan hendaknya mendorong pelestarian 
kualitas, keragaman dan kuantitas persediaan sumber 
daya yang memadai bagi generasi sekarang dan masa 
depan dalam konteks jaminan ketersediaan pangan, 
pengentasan kemiskinan dan pembangunan 
berkelanjutan. 
3. Negara hendaknya mencegah penangkapan ikan 
berlebih dan melampaui kapasitas perikanan. 
Kebijaksanaan perikanan yang akan diambil sedemikian 
rupa sehingga upaya penangkapan mendekati dan tidak 
melebihi kapasitas produksi perikanan, dan karenanya 
penggunaan secara lestari tetap terjamin. 
4. Keputusan tentang kebijaksanaan eksploitasi dan 
konservasi sumber daya alam perikanan harus 
didasarkan bukti-bukti ilmiah yang akurat, tetapi tetap 
memperhitugkan pengetahuan tradisional tentang 
sumber daya dan habitatnya. 
5. Negara dan organisasi yang mengelola perikanan, baik 
yang berdimensi regional maupun subregional 
hendaknya mengawali segenap aktivitas eksploitasi 
konservasi sumber daya hayati laut dengan 
memperhitungkan bukti-bukti ilmiah yang memadai. 
Ketiadaan bukti-bukti ilmiah yang menyakinkan jangan 
dijadikan alasan untuk menunda atau tidak mengambil 
tindakan guna pelestarian spesies sasaran, spesies yang 
berkaitan dan spesies bukan sasaran dan lingkungannya. 
6. Seleksi terhadap alat penangkapan ikan yang akan 
digunakan, sedemikian rupa sehingga keragaman biota 
tetap terpelihara, struktur populasi dan ekosistem aquatic 
terjaga serta kualitas ikan terlindungi. 
7. Pemanenan, pengolahan, serta distribusi ikan dan hasil 
perikanan hendaknya dilakukan dengan cara-cara 
tertentu sehingga tetap dapat dipertahankan nilai gizinya, 
sifat dan keamanan produknya serta pemborosan dapat 
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ditekan, dan mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan. 
8. Semua habitat ikan yang penting di laut dan di air tawar, 
seperti hutan bakau, karang, danau, rawa dan daerah 
pemijahan (spawning areas) hendaknya dilindungi. 
9. Negara hendaknya menjamin agar kepentingan sumber 
daya alam perikanan termasuk kebutuhan akan 
pelestarian sumber daya, diperhitungkan dalam berbagai 
bentuk pengelolaan kawasan pantai, dan 
menginterasikannya dalam manajemen, perencanaan, 
dan pengembangan kawasan pantai. 
10. Sesuai kemampuannya masing-masing dan juga 
berdasarkan hukum internasional, organisasi yang 
bergerak di bidang manajemen dan pelestarian, baik 
yang bersifat regional maupun subregional memasukkan 
ke dalam kerangka kerjanya mengenai jaminan 
pemenuhan dan penegakan pelestarian, manajemen dan 
mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengontrol 
aktivitas kapal-kapal ikan. Keharusan yang sama juga 
berlaku kepada negara. 
11. Negara yang mengizinkan kapal-kapal ikan beroperasi di 
wilayahnya, hendaknya melakukan pengawasan yang 
efektif terhadap aktivitas kapal tersebut guna menjamin 
CCRF tetap dipatuhi. 
12. Negara hendaknya, dengan kemampuannya masing-
masing dan berdasarkan hukum internasional bekerja 
sama ditingkat subregional, regional, dan global melalui 
organisasi pengelolaan perikanan, kesepakatan 
internasional dan kesepakatan lainnya untuk mendorong 
pelestarian dan pengolahan sumber daya alam hayati 
aquatic. 
13. Negara hendaknya, sejauh dimungkinkan oleh hukum 
nasionalnya, menjamin proses pengambilan keputusan 
yang transparan dan ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan masalah-masalah mendesak. Negara 
hendaknya memudahkan konsultasi dan partisipasi 
industry, pekerja perikanan, organisasi lingkungan, dan 
organisasi lainnya dalam pengambilan keputusan tentang 
pembangunan hukum dan kebijaksanaan yang berkaitan 
dengan manajemen perikanan, pengembangan, bantuan 
dan pinjaman internasional. 
14. Perdagangan internasional ikan segar dan produk 
perikanan hendaknya dilakukan sesuai prinsip, hak dan 
kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan WTO dan 
kesepakatan internasional yang relevan.  
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15. Negara hendaknya bekerja sama untuk mencegah 
terjadinya sengketa. Semua sengketa yang berkaitan 
dengan praktek dan aktivitas perikanan hendaknya 
diselesaikan dengan cara kerja sama, damai, dan tepat 
waktu sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan 
internasional atau persetujuan bilateral. 
16. Negara mengakui arti penting bagi pekerja perikanan dan 
nelayan untuk memahami pelestarian dan pengelolaan 
sumber daya perikanan, hendaknya meningkatkan 
kesadaran tanggung jawab perikanan melalui pendidikan 
dan pelatihan. 
17. Negara menjamin agar fasilitas, perlengkapan serta 
semua aktivitas perikanan memungkinkan kondisi kerja 
yang aman, sehat, terbuka dan memenuhi standar 
internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi 
internasional yang relevan. 
18. Dengan mengakui pentingnya sumbangan nelayan kecil 
dalam penyediaan lapangan kerja, pendapatan, dan 
keamanan pangan, negara hendaknya melindungi hak 
nelayan dan pekerja perikanan, khususnya yang 
tergolong nelayan sunsistensi (sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari). 
19. Negara hendaknya mempertimbangkan budi daya air, 
termasuk budi daya berbasis perikanan, sebagai sarana 
memajukan diversifikasi pangan dan pendapatan. 
Namun, penggunaan sarana dalam rangka upaya ini 
harus dijamin agar tidak mengancam kelestarian 
lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap 
masyarakat lokal. 
 
3. Hak dan Kewajiban di ZEEI 
Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dan 
berpijak pada UU No.5 Tahun 1983, tidak hanya mengikat bagi 
bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara 
asing yang ingin melakukan kegiatan Di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia. Adapun yang menjadi perhatian ialah: 
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1. Tetap menjaga kondisi wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan 
pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah pada 
rusaknya sumber daya alam hayati. {sumber daya alam hayati 
adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-
bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air di zona 
ekonomi eksklusif}. 
2. Melindungi kepentingan negara-negara dalam memanfaatkan 
sumber daya lautan dengan tetap menjaga persamaan hak, baik 
negara pantai maupun negara tidak berpantai. 
3. Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran 
yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya 
sumber daya yang ada. 
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia mempunyai 
dan melaksanakan:68 
b. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi 
pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan 
sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan 
ekosistem laut, hak berdaulat dalam hal ini tidak sama 
dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan 
atas laut wilayah maupun perairan pedalaman. 
c. Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh 
aparat yang menangani secara langsung dalam upaya untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
perdamaian. 
d. Hak untuk melaksanakan Hot Porsuit terhadap kapal-kapal 
asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan ZEEI. 
e. Hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur 
pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau 
buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di 
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samping itu mempunyai yuridiksi, namun tidak berakibat atas 
batas laut teritorial. 
f. Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-
penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang 
diajukan pada pemerintah, kemudian atas permohonannya 
pemerintah dapat menyatakan: 
1. Tidak menolak permohonan yang diajukan. 
2. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh 
pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang 
lengkap. 
3. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas 
proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan 
sebaliknya. 
 
Adapun Kewajiban Indonesia yang merupakan kewajiban 
internasional ialah:69 
a. Menghormati hak-hak negara lain dalam melakukan 
pelayaran maupun penerbangan yang merupakan 
kebebasan dari negara-negara dalam melintasi wilayah 
dimaksud, dan kebebasan dalam melakukan pemasangan 
kabel-kabel, pipa-pipa di bawah laut. 
b. Dalam pengelolaan salah satu sumber daya alam yang 
terdapat di ZEE Indonesia, seperti halnya ikan. Kewajiban 
bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch), 
sehingga diketahui secara pasti berapa jumlah tangkapan 
secara keseluruhan dan kemampuan Negara Indonesia 
mengusahakan lingkungan dan tangkapannya. Dalam hal ini 
juga memberikan kesempatan pada perikanan asing untuk 
ikut memanfaatkan dari sisa jumlah tangkapan. 
c. Sebagai konsekuensi bagi negara asing yang ikut secara 
memanfaatkan sumber daya alam di laut, mempunyai 
kewajiban memikul tanggung jawab pada keadaan di 
sekelilingnya untuk melestarikan keserasian dan 
keseimbangan dan membayar ganti rugi bagi rehabilitasi 
lingkungan laut dan atau sumber daya alam dalam jumlah 
yang dimungkinkan. Mengingat pula bahwa keadaan 
tersebut juga merupakan tanggung jawab negara pantai 
untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan lautnya. 
 
  
                                                          
69





A. Lokasi Penelitian 
Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar 
hukum, maka penulis memilih beberapa lokasi penelitian yaitu: 
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap 
dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan/PSDKP) 
2. Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Unhas 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Sub-
bagian Hukum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan, Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan Usaha 
Perikanan Tangkap dan Kepala Bagian Perundang-undangan 
Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut Biro Hukum dan 
Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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2. Teknik studi pustaka (Library Research), yaitu suatu teknik 
pengumpulan data dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan, buku-buku, laporan-laporan dan bahan-bahan yang ada 
kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang secara langsung didapatkan melalui 
wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Sub-bagian Hukum 
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan, Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan Usaha Perikanan 
Tangkap dan Kepala Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor 
dan Pengembangan Hukum Laut Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui peraturan 
perundang-undangan, buku, laporan, situs internet dan sumber 
tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji (objek penelitian). 
D. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 
berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik 
pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan 
permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor 
yang relevan dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan. 
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E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisann yaitu: 
Bab I :Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
Bab II  :Tinjauan Pustaka, membahas mengenai konsep, teori, 
pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang 
relevan. 
Bab III :Metode Penelitian, menguraikan lokasi penelitian, teknik 
pengumpulan data, jenis dan sumber data, analisis data dan 
sistematika penulisan. 
Bab IV : Pembahasan, berisi analisis permasalahan berdasarkan 
landasan teori dan data-data terkait yang diuraikan secara 
runtut. 
Bab V : Penutup, memaparkan kesimpulan dan saran yang 







A. Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia 
Secara umum, pelanggaran dan/atau kejahatan yang sering 
terjadi pada kegiatan explorasi dan exploitasi sumber daya ikan adalah 
pelanggaran atas daerah penangkapan (wilayah dan jalur 
penangkapan), kegiatan transhipment, penangkapan ikan tanpa izin, 
kapal perikanan tidak melalui cek poin terakhir, membawa hasil 
tangkapan langsung ke luar negeri dan tidak melaporkan hasil 
tangkapan di pelabuhan yang ditentukan serta penggunaan alat 
tangkap terlarang. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis akan 
mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pengawasan penangkapan 
ikan yang ditinjau dari perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur 
penangkapan serta alat tangkap ikan. 
1. Perizinan 
Izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 yang mengalami 
perubahan dengan 26/Permen-KP/2013 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, 
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terdiri dari 3 (tiga) yaitu izin usaha perikanan, izin penangkapan 
ikan, dan izin kapal pengangkutan ikan. 
Izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana 
produksi yang tercantum di dalam izin tersebut. Izin penangkapan 
ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal 
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan. Sedangkan Izin 
kapal pengangkutan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh 
setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 
Tabel 2 : Jumlah Izin Usaha Perikanan (per 9 januari 2015) 
No Jenis Perusahaan Jumlah Perusahaan (Izin) 
1 Koperasi/KUB 696 
2 Perorangan 1.865 
3 Swasta Nasional 224 
4 PMA 29 
5 PMDN 7 
TOTAL 2.821 
Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI 
Ket: KUB (Kelompok Usaha Bersama) 
  PMA (Penanaman Modal Asing) 
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 
Tabel di atas menunjukkan jumlah izin usaha perikanan yang 
dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI. Di mana total 
izin usaha perikanan tersebut per 9 januari 2015 berjumlah 2.821, 
yang terdiri dari 696 izin usaha perikanan untuk koperasi/ kelompok 
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usaha bersama, 1.865 izin usaha perikanan untuk perorangan, 224 
izin usaha perikanan untuk swasta nasional, 29 izin usaha 
perikanan untuk penanaman modal asing, dan 7 izin usaha 
perikanan untuk penanaman modal dalam negeri. 
Kewenangan penerbitan izin berdasarkan Pasal 14 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu Menteri 
Kelautan dan Perikanan melimpahkan kewenangan penerbitan izin 
usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
Izin usaha perikanan tangkap di wilayah Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (12mil-200 mil) diukur dari garis pangkal laut 
teritorial dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 
Selain yang beroperasi di wilayah tersebut, Direktur Jenderal 
Perikanan Tangkap juga berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan 
SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) 
GT dan untuk usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal 
asing dan/atau tenaga kerja asing. 
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, menerangkan bahwa usaha perikanan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh 
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dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan 
hukum Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) menerangkan 
pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang 
melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal 
tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia 
berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum 
internasional yang berlaku. 
Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang 
dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus 
didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau 
pengaturan lainnya antara pemerintah Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera kapal. 
Untuk saat ini, kapal penangkap ikan yang boleh beroperasi 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya diperuntukan untuk 
kapal berbendera Indonesia yang dimiliki oleh badan hukum 
Indonesia.70 Adapun terkait pengaturan hukum internasional, di 
mana Indonesia berkewajiban memberikan kesempatan kepada 
negara lain untuk memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan 
tidak dilakukan karena pengaturan itu sendiri mengsyaratkan 
apabila Indonesia belum mampu memanfaatkan secara optimal. 
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Lebih lanjut Parlinggoman menjelaskan bahwa saat ini, total 
produksi telah mendekati JTB (jumlah tangkap yang diperbolehkan) 
sehingga Indonesia tidak berkewajiban lagi untuk memberikan 
kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya 
kelautan dan perikanan.  
Namun Kasi Evaluasi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 
ini juga menjelaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan suatu saat 
nanti Indonesia megadakan suatu perjanjian atau kerja sama terkait 
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya 
pada bidang penangkapan ikan dengan negara lain. Sebagaimana 
pada tahun sebelum 2006, Indonesia pernah bekerja sama dengan 
negara lain seperti China, Thailand dan filiphina dengan 
menggunakan lisensi. Selain itu ada kerja sama bilateral, G to G 
(Government to Government) sehingga negara tersebut dapat 
memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara 
menangkap ikan di wilayah ZEEI. 
a. SIUP 
Persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin usaha 
perikanan, bahwa setiap orang harus mengajukan permohonan 
kepada direktur jenderal dengan melampirkan berbagai macam 
persyaratan yaitu: 
1. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana 
kapal, dan rencana operasional; 
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2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik 
kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; 
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau 
perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; 
4. Surat keterangan domisili usaha; 
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan 
menunjukkan aslinya; 
6. Fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan 
perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan 
dan/atau kapal penganggkut ikan dengan jumlah 
kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas; 
7. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal 
atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 
a. Kesanggupan membangun atau memiliki Unit 
Pengolahan Ikan (UPI) atau bermitra dengan UPI 
yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan 
(SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; 
b. Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan 
Berdasarkan permohonan yang diajukan kepada direktur 
jenderal, direktur jenderal selanjutnya melakukan penilaian 
terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan 
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lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau 
penolakan. 
Dalam melakukan penilaian, direktur jenderal dibantu oleh 
tim penilai kelayakan rencana usaha yang ditetapkan dengan 
keputusan direktur jenderal. Dalam hal permohonan SIUP disetujui, 
direktur jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran – 
Pungutan Pengusahaan Perikanan (SPP-PPP) dengan dilampiri 
blanko Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) paling lama 3 (tiga) hari 
kerja. Setelah SPP-PPP diterbitkan, maka pemohon dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja harus membayar PPP. 
Setelah tanda bukti SSBP diterima, kemudian dilakukan 
pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemilik kapal 
atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan 
SIUP. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan 
SIUP dinyatakan batal demi hukum. Penerbitan SIUP paling lama 2 
(dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan specimen tanda 
tangan. Dalam hal permohonan SIUP ditolak, direktur jenderal 
menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 
hari kerja disertai dengan alasan dan berkas permohonan SIUP 




Untuk mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan, setiap 
orang harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal 
dengan melampirkan persyaratan: 
1. Fotokopi SIUP; 
2. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, 
apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus 
melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan 
aslinya. 
3. Spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan; 
4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general 
arrangement); 
5. Data kapal 
6. Rencana target spesies penangkapan ikan; 
7. Surat keterangan pemasangan Transmitter vessel 
monitoring system yang dikeluarkan oleh pengawas 
perikanan; 
8. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal 
atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 
a. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran 
tugas, dan menjaga keselaatan petugas pemantau 
(observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 
(tiga puluh) GT keatas; 
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b. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber 
daya ikan dan lingkungannya; 
c. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
d. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK 
bekewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
e. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar 
kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak 
sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, 
unreported and unregulated fishing); dan 
f. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 
Selain persyaratan yang ada di atas, untuk kapal yang 
melakukan penangkapan ikan dalam satuan armada ditambah 
persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat 
penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung 
operasi penangkapan berupa kapal lampu. 
Untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan 
tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan 




1. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% untuk 
pengadaan kapal penangkap ikan bekas; 
2. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% untuk 
pengadaan kapal penangkap ikan baru; atau 
3. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% untuk 
pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru 
dan bekas. 
Berdasarkan permohonan SIPI, direktur jenderal selanjutnya 
melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan 
memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa 
persetujuan atau penolakan. Jika permohonan tersebut disetujui, 
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal 
penangkap ikan dan alat penangkap ikan oleh tugas pemeriksa fisik 
kapal perikanan. 
Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan harus mengacu 
pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat 
penangkap ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkap 
ikan. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan 
alat penangkap ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal 
perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi 
kepada direktur jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan 
alat penangkap ikan sudah sesuai. 
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Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat 
penangkap ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal 
perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi 
kepada direktur jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal 
dan/atau alat penangkap ikan tidak sesuai. 
Direktur jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri 
blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 
rekomendasi. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemohon dengan 
membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran 
(SSBP) kepada direktur jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak SPP-PHP diterbitkan. 
Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-
PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan 
SIPI dinyatakan batal demi hukum. Direktur jenderal 
menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda 
bukti pembayaran (SSBP) diterima. Direktur jenderal 
menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) 
hari kerja disertai alasan jika permohonan SIPI ditolak dan hasil 
pemeriksaan fisik tidak sesuai. 
c. SIKPI 
Setelah SIUP dan SIPI, prosedur untuk mendapatkan Surat 
Izin Kapal Pengangkut Ikan, bahwa setiap orang harus mengajukan 
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permohonan kepada direktur jenderal dengan melampirkan 
persyaratan: 
1. Fotokopi SIUP; 
2. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, 
apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus 
melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan 
aslinya; 
3. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general 
arrangement); 
4. Data kapal dengan format yang telah disediakan; 
5. Surat keterangan pemasangan Transmitter vessel 
monitoring system yang dikeluarkan oleh pengawas 
perikanan; 
6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal 
atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 
a. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran 
tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau 
di atas kapal pengangkut ikan (observer); 
b. Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga 
kualiti control yang memiliki sertifikat keterampilan 
penanganan ikan (SKPI); 
c. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber 
daya ikan dan lingkungannya; 
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d. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK 
berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
e. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar 
kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara 
tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, 
unreported, and unregulated fishing); dan 
f. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 
Adapun persyaratan khusus untuk mendapatkan SIKPI, 
yaitu: 
1. Untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan 
nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan 
yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang 
disahkan oleh dinas kabupaten/kota; 
2. Untuk kapal pengankut ikan dengan pola kemitraan, 
berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai 
dengan 10 (sepuluh) GT yang menjadi mitra yang 
disahkan oleh dinas kabupaten/kota; 
3. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa: 
a. Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan; 




c. Fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; 
dan 
d. Fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan 
foto nakhoda ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 
(dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK) 
Untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan 
tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan 
dari direktur jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 
yang menyatakan: 
1. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% untuk 
pengadaan kapal pengangkut ikan bekas; 
2. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% untuk 
pengadaan kapal pengangkut ikan baru; atau 
3. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% untuk 
pengadaan kapal pengangkut ikan dalam keadaan baru 
dan bekas. 
Berdasarkan permohonan SIKPI, direktur jenderal 
selanjutnya melakukan penilaian terhadap kelengkapan 
persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari 
kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya 
berupa persetujuan atau penolakan. Jika permohonan tersebut 
disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik 
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kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 
perikanan. 
Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan harus mengacu 
pada grosse akta asli atau akta hipotik. Dalam hal hasil 
pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai, petugas 
pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja 
menerbitkan rekomendasi kepada direktur jenderal bahwa hasil 
pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. Dalam hal hasil pemeriksaan 
fisik kapal tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan 
paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada 
direktur jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai. 
Direktur jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri 
blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 
rekomendasi. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemohon dengan 
membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran 
(SSBP) kepada direktur jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak SPP-PHP diterbitkan. 
Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan 
SIKPI dinyatakan batal demi hukum. Direktur jenderal menerbitkan 
SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran 
(SSBP) diterima. Direktur jenderal menyampaikan penolakan 
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kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan jika 
permohonan SIKPI ditolak dan hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai. 
Tabel 3 : Jumlah Kapal yang Beroperasi di Zona Ekonomi 




571 572 573 711 716 717 718 Total 
2010 188 1068 931 989 369 357 1019 4.921 
2011 184 1232 1044 1194 321 365 1059 5.399 
2012 146 1047 1014 1166 236 253 1028 4.890 
2013 146 516 1057 1402 260 275 1173 4.829 
2014 130 647 949 1301 309 214 1161 4.711 
Total (2010-2014) 24.750 
Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI 
Tabel diatas menunjukkan jumlah kapal yang beroperasi di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Wilayah Pengelolaan 
Perikanan- Republik Indonesia 571, 572, 573, 711, 716, 717, dan 
718). Untuk tahun 2010, total kapal yang beroperasi adalah 4.921 
kapal yang terdiri dari 188 kapal di WPP-RI 571, 1068 kapal di 
WPP-RI 572, 931 kapal di WPP-RI 573, 989 kapal di WPP-RI 711, 
369 kapal di WPP-RI 716, 357 kapal di WPP-RI 717 dan 1019 
kapal di WPP-RI 718. 
Untuk tahun 2011, mengalami peningkatan jumlah kapal 
dengan total 5.399 kapal yang terdiri dari 184 kapal di WPP-RI 571, 
1232 kapal di WPP-RI 572, 1044 kapal di WPP-RI 573, 1194 kapal 
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di WPP-RI 711, 321 kapal di WPP-RI 716, 365 kapal di WPP-RI 
717, 1059 kapal di WPP-RI 718. 
Pada tahun 2012, mengalami penurunan jumlah kapal 
dengan total 4.890 kapal yang terdiri dari 146 kapal di WPP-RI 571, 
1047 kapal di WPP-RI 572, 1014 kapal di WPP-RI 573, 1166 kapal 
di WPP-RI 711, 236 kapal di WPP-RI 716, 253 kapal di WPP-RI 
717, 1028 kapal di WPP-RI 718. Selanjutnya pada tahun 2013, juga 
mengalami penurunan jumlah kapal yang beroperasi dengan total 
4.829 kapal yang terdiri dari 146 kapal di WPP-RI 571, 516 kapal di 
WPP-RI 572, 1057 kapal di WPP-RI 573, 1402 kapal di WPP-RI 
711, 260 kapal di WPP-RI 716, 275 kapal di WPP-RI 717, 1173 
kapal di WPP-RI 718. 
Tahun 2014, jumlah kapal yang beroperasi lagi-lagi 
mengalami penurunan (mengikuti dua periode sebelumnya), 
dengan total 4.711 kapal yang terdiri dari 130 kapal di WPP-RI 571, 
647 kapal di WPP-RI 572, 949 kapal di WPP-RI 573, 1301 kapal di 
WPP-RI 711, 309 kapal di WPP-RI 716, 214 kapal di WPP-RI 717, 
1161 kapal di WPP-RI 718. 
Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
selama 5 tahun terakhir, total kapal yang beroperasi di di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Wilayah Pengelolaan Perikanan- 
Republik Indonesia 571, 572, 573, 711, 716, 717, dan 718) adalah 
sebesar 24.750 unit kapal. 
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Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan dilakukan 
salah satunya dengan memeriksa dokumen-dokumen terkait 
perizinan seperti surat izin usaha perikanan, surat izin 
penangkapan ikan, dan surat izin pengangkutan ikan. Pemeriksaan 
perizinan tersebut dilakukan dengan mengadakan identifikasi dan 
verifikasi usaha penangkapan ikan terhadap perusahaan 
penangkap ikan yang mengoperasikan kapal perikanan yang 
berasal dari luar negeri, baik diperoleh melalui impor maupun 
dengan cara lelang/ keputusan pengadilan. 
Adapun prosedur atau cara yang digunakan dalam 
mengidentifikasi dan mengverifikasi usaha penangkapan ikan 
tersebut dengan: 
a. Memberitahukan kepada perusahaan yang akan diverifikasi 
bahwa akan dilakukan verifikasi terhadap perusahaan tersebut. 
b. Pengawas perikanan mendatangi perusahaan yang akan 
diverifikasi dan dilengkapi dengan tanda pengenal atau surat 
perintah tugas untuk melakukan verifikasi. 
c. Pemeriksaan harus disaksikan oleh pemilik/ pengurus/ nakhoda 
kapal perikanan yang diperiksa. 
d. Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, 




e. Setiap petugas pengawas perikanan dilarang menerima uang 
atau barang sebagai imbalan pemeriksaan yang dapat 
mempengaruhi atau terkait dengan hasil pemeriksaan. 
f. Dalam melakukan verifikasi usaha perikanan tangkap harus 
dilakukan secermat mungkin. Hal-hal yang perlu diverifikasi 
antara lain meliputi: 
- Dokumen perizinan perikanan (SIUP asli, Fotocopy SIPI/ 
SIKPI, Fotocopy tanda lunas, sticker barcode) 
- Dokumen kapal (Gross akte, surat ukur internasional) 
- Maupun dokumen lainnya. 
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, pengawas 
perikanan menuangkan dalam form verifikasi dan identifikasi dan 
membuat analisa hasil verifikasi sebagai bahan rekomendasi ke 
pimpinan. Apabila hasil identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan 
maka pengawas perikanan membuat surat yang menyatakan 
bahwa kapal perikanan tersebut telah dilakukakan verifikasi oleh 
pengawas perikanan dan hasil verifikasi sesuai dengan ketuentuan 
yang berlaku. 
Apabila hasil verifikasi dan identifikasi terdapat 
ketidaksesuaian, maka pengawa perikanan memerintahkan pemilik/ 
penanggung jawab kapal untuk melengkapi dokumen yang belum 
lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pihak 
pemilik/ penanggung jawab kapal tidak melengkapi dokumen dalam 
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jangka waktu yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dilaporkan 
kepada direktur jenderal untuk selanjutnya merekomendasikan 
kepada direktorat jenderal teknis terkait untuk memberikan sanksi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Kapal Perikanan 
a. Pemeriksaan pada saat kedatangan kapal 
Bab VI, Pasal 8 Keputusan Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP.143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis 
Operasional Pengawasan Kapal Perikanan, mengatur bahwa 
setiap kapal perikanan yang memasuki pelabuhan wajib 
melaporkan kedatangan kepada pengawas perikanan setempat 
dengan menyerahkan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan 
dari pelabuhan asal, buku lapor pangkalan dan menunjukkan 
dokumen perizinan perikanan. 
Setelah menerima SLO (surat keterangan tentang 
kelayakan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan 
untuk melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, 
pelatihan perikanan, penelitian/eksplorasi perikanan, dan 
operasi penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan), 
pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap 
kesesuaian dokumen perizinan; kesesuaian jumlah, ukuran dan 
jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan; 
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kesesuaian pelabuhan pangkalan; kesesuaian jenis alat 
penangkap ikan yang digunakan; kesesuaian jalur penangkapan 
dan daerah penangkapan ikan. 











1.SLO dari pelabuhan asal 
2. Buku lapor pangkalan 
Pengawas wajib memeriksa: 
1. Ikan hasil tangkapan 
2. Alat penangkap ikan 
3. Alat bantu penangkapan 
4. Bahan/alat yang berada 
diatas kapal terkait 
operasional kapal 
Dituangkan 
Form HPK kedatangan kapal 
Dilakukan 
analisis 
1. Kesesuaian ikan hasil 
tangkapan dengan alat tangkap 
2. Jenis ikan yang menurut 
sifatnya tidak memerlukan 
pengolahan 




Surat persetujuan tidak didaratkan 
atau dapat dipindahkan ke kapal lain 
Surat perintah untuk 
mendarat 
Sumber: Hasil olah data sekunder 
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Pengawas perikanan selanjutnya menuangkan hasil 
pemeriksaannya dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)71 
kedatangan kapal dan menganalisis guna mengetahui 
kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkap ikan 
yang digunakan dan untuk mengetahui jenis ikan yang menurut 
sifatnya tidak memerlukan pengolahan sesuai dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan. 
Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menetapkan 
dan menerbitkan: 
1. Surat persetujuan tidak didaratkan atau dapat dipindahkan 
ke kapal lain di pelabuhan pangkalan apabila jenis ikannya 
tidak termasuk yang wajib diolah dan sesuai dengan alat 
tangkap yang digunakan; 
2. Surat perintah untuk mendaratkan seluruh ikan hasil 
tangkapan di pelabuhan pangkalan, apabila jenis ikannya 
termasuk yang wajib diolah dan sesuai dengan alat tangkap 
yang digunakan; 
3. Rekomendasi kepada instansi pemberi izin terhadap jenis 
ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan alat tangkap 
yang digunakan. 
 
                                                          
71
 Hasil Pemeriksaan Kapal, yang selanjutnya disebut HPK adalah lembaran 
formulir yang memuat hasil pemeriksaan kapal perikanan yang dibuat oleh Pengawas 
Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO dan berlaku sebagai berita acara. 
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b. Pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal 


















Pasal 9 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP.143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis 
Operasional Pengawasan Kapal Perikanan, bahwa setiap kapal 
perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk 





Wajib dilakukan pemeriksaan: 
 Kesesuaian dokumen perizinan 
 Kesesuaian alat penangkap ikan 
 Kesesuaian alat bantu penangkap ikan 
 Kesesuaian fisik kapal 
 Keaktifan VMS 
Dituangkan 
Form HPK dan dianalisis 
Sesuai Tidak sesuai 
Diterbitkan SLO Tidak diterbitkan SLO dan 
memerintahkan nakhoda/ 
pemilik kapal melengkapi 
persyaratan administrasi dan 
kelayakan teknis 
Sumber: Hasil olah data sekunder 
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terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada 
pengawas perikanan setempat, dengan menyerahkan dokumen 
perizinan kapal perikanan. 
Ayat (2), terhadap kapal perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan 
persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. 
Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis meliputi: 
pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan; pemeriksaan 
kesesuaian alat penangkapan ikan; pemeriksaan kesesuaian 
alat bantu penangkapan ikan; pemeriksaan kesesuaian fisik 
kapal; pemeriksaan kesesuaian daftar awak kapal (crew list); 
pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut 
untuk kapal pengangkut ikan; pemeriksaan kesesuaian dan 
keaktifan alat pemantauan kapal perikanan; pemeriksaan bahan 
atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan 
penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan. 
Pemeriksaan dokumen meliputi SIPI/ SIKPI, Tanda lunas 
PHP, Stiker Barcode, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter 
Surat Pemantauan Kapal Perikanan ( SKAT SPKP), crew list 
dan kelengkapan dokumen lainnya. 
Pemeriksaan kesesuaian fisik kapal meliputi : jenis kapal; 
ukuran dan Gross Tonnage (GT) kapal; nomor, merk dan 
ukuran mesin penggerak utama dan mesin bantu; tanda selar 
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kapal. Adapun pemeriksaan keberadaan dan keaktifan alat 
pemantauan kapal perikanan meliputi: keaktifan alat 
pemantauan kapal perikanan; kesesuaian nomor ID transmitter 
dengan kapal SKAT; masa berlaku SKAT (Surat Keterangan 
Aktivasi Transmitter). 
Terhadap hasil pemeriksaan, kemudian dituangkan ke 
dalam form HPK keberangkatan untuk selanjutnya dianalisis. 
Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk: 
- Menerbitkan SLO kapal perikanan apabila telah dipenuhi 
persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, serta mengisi 
dan mengesahkan buku lapor penangkapan. 
- Tidak menerbitkan SLO apabila tidak dipenuhi persyaratan 
teknis dan kelayakan teknis yang selanjutnya pengawas 
perikanan memerintahkan untuk melengkapi hingga 
memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis 
kapal perikanan. 
c. Verifikasi kapal perikanan yang di adhock 
Terhadap kapal perikanan Indonesia hasil operasi kapal 
pengawas perikanan yang diadhock ke pelabuhan, nakhoda 
kapal pengawas perikanan menyerahkan kapal yang diduga 
melakukan pelanggaran kepada pengawas perikanan setempat 
dengan berita acara serah terima. Selanjutnya pengawas 
perikanan melakukan verifikasi dokumen perizinan perikanan, 
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pengecekan fisik kapal, alat tangkap yang digunakan, ikan hasil 
tangkapan dan komponen lainnya yang terkait. 
Hasil verifikasi tersebut dituangkan ke dalam form hasil 
verifikasi dan dilakukan analisa yuridis dan teknis. Pengawas 
perikanan yang melakukan verifikasi wajib dilengkapi dengan 
Surat Perintah Tugas (SPT). Apabila hasil analisa yuridis dan 
teknis menunjukkan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana 
perikanan, maka pengawas perikanan merekomendasikan 
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan 
setempat untuk dilakukan proses penyidikan. 
Pada saat proses penyidikan dimulai, PPNS perikanan 
yang melakukan penyidikan agar segera menerbitkan surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan. Apabila hasil analisa 
yuridis dan teknis tidak cukup bukti adanya dugaan tindak 
pidana perikanan, maka pengawas perikanan 
merekomendasikan kepada direktur jenderal untuk diberikan 
pembinaan. 
d. Laporan 
Setiap pengawas perikanan yang melakukan kegiatan 
pengawasan kapal perikanan wajib melaporkan hasil 
pengawasannya kepada kepala satuan unit kerjanya. Satuan 
unit kerja tersebut melakukan rekapitulasi pelaporan HPK, 
penerbitan SLO, hasil verifikasi kapal yang di ad-hock dan hasil 
84 
 
pengawasan lainnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada 
direktur jenderal dengan tembusan unit pelaksana teknis 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 









KII KIA JML KII KIA JML KII KIA JML KII 
KIA JML KII KIA JML 
2005 
- - 344 91 24 115 91 24 115 0 0 0 0 0 0 
2006 
1339 108 1447 83 49 132 83 49 132 0 0 0 0 0 0 
2007 
1995 212 2207 96 90 186 96 89 185 0 1 1 0 0 0 
2008 
2030 148 2178 119 124 243 119 124 243 0 0 0 0 0 0 
2009 
3822 139 3961 78 125 203 78 76 154 0 32 32 0 17 17 
2010 
2089 166 2255 24 159 183 24 126 150 0 3 3 0 30 30 
2011 
3269 79 3348 30 76 106 30 63 93 0 1 1 0 12 12 
2012 
4252 74 4326 42 70 112 42 59 101 0 1 1 0 10 10 
2013 
3824 47 3871 24 44 68 24 43 67 0 0 0 0 1 1 
2014 
1922 16 1938 22 16 38 22 16 38 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 24542 989 25875 609 777 1386 609 669 1278 0 38 38 0 70 70 
Sumber: Ditjen PSDKP 
 
Tabel di atas menunjukkan data hasil operasi pengawas 
Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan selama tahun 2005 sampai tahun 2014. Di mana 
selama 10 tahun terakhir, terdapat 25.875 kapal ikan Indonesia 
maupun kapal ikan asing yang diperiksa. Kemudian terdapat 
1.386 unit kapal yang ditangkap (melakukan pelanggaran 
dan/atau kejahatan). Adapun kapal yang ditangkap, 
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dikategorikan kedalam tiga bagian yaitu kapal diadhock/dikawal, 
kapal tenggelam dan kapal yang dipulangkan. 
Tahun 2005, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 344 
kapal. Yang ditangkap berjumlah 115 yang terdiri dari 91 kapal 
ikan Indonesia dan 24 kapal ikan asing yang semua kapal 
tersebut dilakukan pengawalan (adhock). 
Tahun 2006, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
1.477 kapal yang terdiri dari 1.339 kapal ikan Indonesia dan 108 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 132 kapal 
yang terdiri dari 83 kapal ikan Indonesia dan 49 kapal ikan asing 
yang semua kapal tersebut dilakukan pengawalan (adhock). 
Tahun 2007, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
2.207 kapal yang terdiri dari 1.995 kapal ikan Indonesia dan 212 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 186 kapal 
yang terdiri dari 96 kapal ikan Indonesia dan 90 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 185 karena terdapat 1 kapal ikan asing yang 
tenggelam. 
Tahun 2008, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
2.178 kapal yang terdiri dari 2.030 kapal ikan Indonesia dan 148 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 243 kapal 
yang terdiri dari 119 kapal ikan Indonesia dan 124 kapal ikan 
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asing yang semua kapal tersebut dilakukan pengawalan 
(adhock). 
Tahun 2009, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
3.961 kapal yang terdiri dari 3.822 kapal ikan Indonesia dan 139 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 203 kapal 
yang terdiri dari 78 kapal ikan Indonesia dan 125 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 154 karena terdapat 32 kapal ikan asing yang 
tenggelam dan 17 kapal ikan asing yang dipulangkan. 
Tahun 2010, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
2.255 kapal yang terdiri dari 2.089 kapal ikan Indonesia dan 166 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 183 kapal 
yang terdiri dari 24 kapal ikan Indonesia dan 159 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 150 karena terdapat 3 kapal ikan asing yang 
tenggelam dan 30 kapal ikan asing yang dipulangkan. 
Tahun 2011, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
3.348 kapal yang terdiri dari 3.269 kapal ikan Indonesia dan 79 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 106 kapal 
yang terdiri dari 30 kapal ikan Indonesia dan 76 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 93 karena terdapat 1 kapal ikan asing yang 
tenggelam dan 12 kapal ikan asing yang dipulangkan. 
87 
 
Tahun 2012, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
4.326 kapal yang terdiri dari 4.252 kapal ikan Indonesia dan 74 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 112 kapal 
yang terdiri dari 42 kapal ikan Indonesia dan 70 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 101 karena terdapat 1 kapal ikan asing yang 
tenggelam dan 10 kapal ikan asing yang dipulangkan. 
Tahun 2013, total kapal yang diperiksa yaitu sebesar 
3.871 kapal yang terdiri dari 3.824 kapal ikan Indonesia dan 47 
kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap adalah 68 kapal 
yang terdiri dari 24 kapal ikan Indonesia dan 44 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan pengawalan (adhock) 
adalah sebesar 67 karena terdapat 1 kapal ikan asing yang 
dipulangkan. 
Sedangkan untuk tahun 2014, total kapal yang diperiksa 
yaitu sebesar 1.938 kapal yang terdiri dari 1.922 kapal ikan 
Indonesia dan 16 kapal ikan asing. Total kapal yang ditangkap 
adalah 38 kapal yang terdiri dari 22 kapal ikan Indonesia dan 16 
kapal ikan asing yang semua kapal tersebut dilakukan 
pengawalan (adhock). 
Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa selama 10 tahun terakhir (2005-2014), jumlah kapal yang 
diperiksa oleh Ditjen PSDKP adalah sebesar 25.875 unit kapal, 
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yang terdiri dari 24.542 kapal ikan Indonesia dan 989 kapal ikan 
asing. Jumlah kapal yang dilakukan penangkapan adalah 
sebesar 1.386 unit kapal yang terdiri dari 609 kapal ikan 
Indonesia dan 777 kapal ikan asing. 
Rincian kapal yang ditangkap, total kapal yang dilakukan 
pengawalan (adhock) sebesar 1.278 unit kapal yang terdiri dari 
609 kapal ikan Indonesia dan 669 kapal ikan asing. Selanjutnya, 
jumlah kapal ikan asing yang tenggelam yaitu sebesar 38 dan 
jumlah kapal ikan asing yang dipulangkan yaitu sebesar 70 unit 
kapal. 





Kapal Diadhock- Adhocked Vessel 
Jumlah 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) 
KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA KII KIA 
1 
KP. Hiu Macan 
001 
       
2  
       
5  
       
1  
     
17  
        
-  
     
54  
        
-  
     
24  
        
-  
     
32  
        
-  
     
10  
        
-  
       
7  
       
3  
   
149  
2 
KP. Hiu Macan 
002 
       
2  
        
-  
       
3  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
3  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
8  
        
-  
3 
KP. Hiu Macan 
003 
     
18  
       
1  
       
7  
       
1  
        
-  
       
4  
        
-  
        
-  
       
1  
       
1  
        
-  
       
5  
       
8  
        
-  
     
34  
     
12  
4 
KP. Hiu Macan 
004 
     
29  
       
2  
        
-  
        
-  
       
2  
        
-  
       
9  
       
5  
        
-  
       
2  
       
1  
        
-  
       
1  
        
-  
     
42  
       
9  
5 
KP. Hiu Macan 
005 
       
1  
        
-  
        
-  
       
4  
        
-  
       
7  
        
-  
       
4  
       
2  
       
1  
        
-  
       
3  
        
-  
        
-  
       
3  
     
19  
6 
KP. Hiu Macan 
006 
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
     
14  
        
-  
       
2  
       
1  
        
-  
       
3  
       
1  
       
2  
       
2  
        
-  
     
20  
       
6  
7 KP. Hiu 001 
       
4  
       
6  
       
1  
     
10  
        
-  
       
4  
       
2  
       
3  
       
1  
       
1  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
       
8  
     
25  
8 KP. Hiu 002 
       
5  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
     
16  
       
4  
       
4  
        
-  
        
-  
        
-  
     
25  
       
4  
9 KP. Hiu 003 
        
-  
     
27  
        
-  
     
15  
        
-  
     
21  
        
-  
       
7  
        
-  
       
4  
        
-  
       
6  
        
-  
        
-  
        
-  
     
80  
10 KP. Hiu 004 
       
1  
       
8  
       
1  
     
15  
        
-  
     
15  
        
-  
     
11  
       
7  
       
6  
       
2  
       
1  
        
-  
       
1  
     
11  
     
57  
11 KP. Hiu 005 
       
8  
        
-  
     
10  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
       
6  
       
5  
        
-  
       
1  
        
-  
     
25  
       
6  
12 KP. Hiu 006 
        
-  
     
18  
       
3  
       
9  
        
-  
     
10  
        
-  
        
-  
       
2  
       
1  
        
-  
       
2  
        
-  
        
-  
       
5  
     
40  
13 KP. Hiu 007                                                                                                                       
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-  2  7  -  -  -  1  7  -  1  -  2  -  -  8  12  
14 KP. Hiu 008 
        
-  
       
6  
        
-  
     
13  
        
-  
       
7  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
6  
        
-  
       
1  
        
-  
     
33  
15 KP. Hiu 009 
       
7  
     
26  
        
-  
     
22  
        
-  
     
19  
        
-  
       
3  
       
1  
       
5  
        
-  
       
5  
       
1  
       
1  
       
9  
     
81  
16 KP. Hiu 010 
       
2  
     
23  
       
2  
     
19  
        
-  
     
14  
        
-  
     
10  
       
4  
       
3  
       
4  
       
1  
       
2  
        
-  
     
14  
     
70  
17 KP. Hiu 011 
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
       
1  





     
11  
        
-  
     
13  
        
-  
       
3  
        
-  
       
2  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
     
29  





     
10  
        
-  
     
12  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
     
22  
        
-  
20 KP. Todak 001 
       
9  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
9  
        
-  
21 KP. Todak 002 
       
6  
        
-  
       
5  
        
-  
        
-  
        
-  
       
4  
        
-  
        
-  
        
-  
       
2  
        
-  
        
-  
        
-  
     
17  





       
1  
        
-  
       
2  
        
-  
       
4  
        
-  
       
6  
        
-  
       
4  
        
-  
        
-  
        
-  
       
3  
        
-  
     
20  
        
-  
23 KP. Padaido 
       
3  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
       
3  
        
-  
        
-  
        
-  
       
7  





        
-  
        
-  
       
6  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
7  
        
-  
25 
KP. Hiu Macan 
Tutul 001 
        
-  
        
-  
       
3  
        
-  
        
-  
       
4  
       
4  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
3  
        
-  
     
10  
       
4  
26 
KP. Hiu Macan 
Tutul 002 
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
       
6  
       
1  





        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
        
-  
        
-  
       
1  
        
-  
28 KP. Paus 001 
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
        
-  
  Jumlah 
   
119  
   
124  
     
78  
   
125  
     
24  
   
159  
     
30  
     
76  
     
42  
     
70  
     
24  
     
44  
     
22  
     
16  
339 614 
243 203 183 106 112 68 38 953 
Sumber: Ditjen PSDKP 
Ket: Satuan: unit 
*) Data sampai 28 Nov 2014 
**) KP. Catamara TMT 20 Maret 2012, ditarik oleh Bakorkamla 
KII = Kapal Ikan Indonesia 
KIA= Kapal Ikan Asing 
Tabel 5, menunjukkan rincian hasil operasi kapal pengawas 
perikanan selama 7 tahun terakhir (2008-2014) yang dilakukan 
pengawalan (adhock) pada kapal ikan Indonesia dan kapal ikan 
asing. Pada tahun 2008, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
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243 yang terdiri dari 119 kapal ikan Indonesia dan 124 kapal ikan 
asing.  
Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 2 kapal ikan 
Indonesia dan 5 kapal ikan asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 002 
mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 003 
mengadhock 18 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing. KP 
Hiu Macan 004 mengadhock 29 kapal ikan Indonesia dan 2 kapal 
ikan asing. KP Hiu Macan 005 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. 
KP Hiu 001 mengadhock 4 kapal ikan Indonesia dan 6 kapal ikan 
asing. KP Hiu 002 mengadhock 5 kapal ikan Indonesia.  
KP Hiu 003 mengadhock 27 kapal ikan asing. KP Hiu 004 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia dan 8 kapal ikan asing. KP Hiu 
005 mengadhock 8 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 006 mengadhock 
18 kapal ikan asing. KP Hiu 007 mengadhock 2 kapal ikan asing. 
KP Hiu 008 mengadhock 6 kapal ikan asing. KP Hiu 009 
mengadhock 7 kapal ikan Indonesia dan 26 kapal ikan asing. KP 
Hiu 010 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia dan 23 kapal ikan 
asing. KP Barracuda 001 mengadhock 11 kapal ikan Indonesia. KP 
Barracuda 002 mengadhock 10 kapal ikan Indonesia. 
KP Todak 001 mengadhock 9 kapal ikan Indonesia. KP 
Todak 002 mengadhock 6 kapal ikan Indonesia. KP Takalamongan 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. KP Padaido mengadhock 3 
kapal ikan Indonesia. 
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Pada tahun 2009, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
203 yang terdiri dari 78 kapal ikan Indonesia dan 125 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 1 kapal ikan 
Indonesia dan 17 kapal ikan asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 
002 mengadhock 3 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 003 
mengadhock 7 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing. KP Hiu 
Macan 005 mengadhock 4 kapal ikan asing. KP Hiu Macan 006 
mengadhock 1 kapal ikan asing. KP Hiu 001 mengadhock 1 kapal 
ikan Indonesia dan 10 kapal ikan asing.  
KP Hiu 003 mengadhock 15 kapal ikan asing. KP Hiu 004 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia dan 15 kapal ikan asing. KP 
Hiu 005 mengadhock 10 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 006 
mengadhock 3 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing. KP Hiu 
007 mengadhock 7kapal ikan Indonesia. KP Hiu 008 mengadhock 
13 kapal ikan asing. KP Hiu 009 mengadhock 22 kapal ikan asing. 
KP Hiu 010 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia dan 19 kapal ikan 
asing. KP Barracuda 001 mengadhock 13 kapal ikan Indonesia. KP 
Barracuda 002 mengadhock 12 kapal ikan Indonesia. KP Todak 
002 mengadhock 5 kapal ikan Indonesia. KP Takalamongan 
mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Padaido mengadhock 1 
kapal ikan Indonesia. KP Catamaran mengadhock 6 kapal ikan 




Pada tahun 2010, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
183 yang terdiri dari 24 kapal ikan Indonesia dan 159 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 54 kapal ikan 
asing. KP Hiu Macan 003 mengadhock 4 kapal ikan asing. KP Hiu 
Macan 004 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 005 
mengadhock 7 kapal ikan asing. KP Hiu Macan 006 mengadhock 
14 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 001 mengadhock 4 kapal ikan 
asing.  
KP Hiu 003 mengadhock 21 kapal ikan asing. KP Hiu 004 
mengadhock 15 kapal ikan asing. KP Hiu 006 mengadhock 10 
kapal ikan asing. KP Hiu 008 mengadhock 7 kapal ikan asing. KP 
Hiu 009 mengadhock 19 kapal ikan asing. KP Hiu 010 mengadhock 
14 kapal ikan asing. KP Barracuda 001 mengadhock 3 kapal ikan 
Indonesia. KP Takalamongan mengadhock 4 kapal ikan Indonesia. 
KP Catamaran mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 
Tutul 001 mengadhock 4 kapal ikan asing. 
Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.31 
Tahun 2004 Tentang perikanan, bahwa pengawas perikanan 
bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang perikanan. Sehingga jika ada 
perusahaan perikanan yang melakukan tidak sesuai aturan, 
pengawas perikanan akan mengambil tindakan sesuai dengan 
peraturan peruu yg berlaku. Tergantung jenis pelanggarannya. 
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Yang pasti, pengawas perikanan jika menemukan tindak pidana 
perikanan, yang pertama akan memeriksa, menaiki kapal, dan jika 
ditemukan bukti-bukti, pengawas perikanan akan melakukan 
penangkapan dan di adhock kepada pelabuhan terdekat dan di 
lanjutkan dengan tindakan penyidikan.72 
Pada tahun 2011, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
106 yang terdiri dari 30 kapal ikan Indonesia dan 76 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 24 kapal ikan 
asing. KP Hiu Macan 004 mengadhock 9 kapal ikan Indonesia dan 
5 kapal ikan asing. KP Hiu Macan 005 mengadhock 4 kapal ikan 
asing. KP Hiu Macan 006 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia dan 
1 kapal ikan asing. KP Hiu 001 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia 
dan 3 kapal ikan asing. 
KP Hiu 003 mengadhock 7 kapal ikan asing. KP Hiu 004 
mengadhock 11 kapal ikan asing. KP Hiu 007 mengadhock 1 kapal 
ikan Indonesia 7 kapal ikan asing. KP Hiu 009 mengadhock 3 kapal 
ikan asing. KP Hiu 010 mengadhock 10 kapal ikan asing. KP 
Barracuda 001 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Todak 002 
mengadhock 4 kapal ikan Indonesia. KP Takalamongan 
mengadhock 6 kapal ikan Indonesia. KP Padaido mengadhock 1 
kapal ikan asing. KP Hiu Macan Tutul 001 mengadhock 4 kapal 
ikan Indonesia. 
                                                          
72
 Hasil Wawancara dengan Arif Hidayatullah (Kepala Sub-Bag Hukum Ditjen 
PSDKP KKP RI). Jakarta, 14 Januari 2015 
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Pada tahun 2012, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
112 yang terdiri dari 42 kapal ikan Indonesia dan 70 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 32 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 002 mengadhock 3 kapal ikan 
Indonesia. KP Hiu Macan 003 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia 
dan 1 kapal ikan asing. KP Hiu Macan 004 mengadhock 2 kapal 
ikan asing. KP Hiu Macan 005 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia 
dan 1 kapal ikan asing. KP Hiu Macan 006 mengadhock 3 kapal 
ikan asing.  
KP Hiu 001 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal 
ikan asing. KP Hiu 002 mengadhock 16 kapal ikan Indonesia dan 4 
kapal ikan asing.KP Hiu 003 mengadhock 4 kapal ikan asing. KP 
Hiu 004 mengadhock 7 kapal ikan Indonesia dan 6 kapal ikan 
asing. KP Hiu 005 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia 6 kapal ikan 
asing. KP Hiu 006 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal 
ikan asing. KP Hiu 007 mengadhock 1 kapal ikan asing. KP Hiu 009 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia dan 5 kapal ikan asing. KP Hiu 
010 mengadhock 4 kapal ikan Indonesia dan 3 kapal ikan asing. KP 
Takalamongan mengadhock 4 kapal ikan Indonesia. 
Pada tahun 2013, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
68 yang terdiri dari 24 kapal ikan Indonesia dan 44 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 10 kapal ikan 
asing. KP Hiu Macan 003 mengadhock 5 kapal ikan asing. KP Hiu 
95 
 
Macan 004 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 005 
mengadhock 3 kapal ikan asing. KP Hiu 001 mengadhock 1 kapal 
ikan asing. KP Hiu 002 mengadhock 4 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 
003 mengadhock 6 kapal ikan asing. KP Hiu 004 mengadhock 2 
kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing. KP Hiu 005 
mengadhock 5 kapal ikan Indonesia. 
KP Hiu 006 mengadhock 2 kapal ikan asing. KP Hiu 007 
mengadhock 2 kapal ikan asing. KP Hiu 008 mengadhock 6 kapal 
ikan asing. KP Hiu 009 mengadhock 5 kapal ikan asing. KP Hiu 010 
mengadhock 4 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing. KP 
Todak 002 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Padaido 
mengadhock 3 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan Tutul 002 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. KP Akar Bahar mengadhock 1 
kapal ikan Indonesia. 
Pada tahun 2014, total kapal yang diadhock yaitu sebesar 
38 yang terdiri dari 22 kapal ikan Indonesia dan 16 kapal ikan 
asing. Kapal Pengawas Hiu Macan 001 mengadhock 7 kapal ikan 
asing. KP Hiu Macan 003 mengadhock 8 kapal ikan Indonesia. KP 
Hiu Macan 004 mengadhock 1 kapal ikan Indonesia. KP Hiu Macan 
006 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 004 mengadhock 
1 kapal ikan asing. KP Hiu 005 mengadhock 1 kapal ikan 
Indonesia. KP Hiu 008 mengadhock 1 kapal ikan asing. KP Hiu 009 
mengadhock 1 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing. KP Hiu 
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010 mengadhock 2 kapal ikan Indonesia. KP Hiu 011 mengadhock 
1 kapal ikan Indonesia. KP Takalamongan mengadhock 3 kapal 
ikan Indonesia. KP Hiu Macan Tutul 001 mengadhock 3 kapal ikan 
Indonesia. KP Hiu Macan Tutul 002 mengadhock 6 kapal ikan 
asing. 
Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
selam 7 tahun terakhir (2008-2014), jumlah kapal yang diadhock 
oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP adalah 953 unit kapal, yang 
terdiri dari 339 kapal ikan Indonesia dan 614 kapal ikan asing. 
3. Wilayah dan Jalur Penangkapan 
Gambar 1 : Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia 
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/ PERMEN-KP/ 2014 Tentang 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
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Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah 
pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan 
ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang 
meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, 
zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 
Tabel 6: Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas 







2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
1 WPP- NRI 571 15 16 14 12 15 1 
2 WPP-NRI 573 - - - - 1 - 
2 WPP- NRI 711 115 135 50 59 26 18 
3 WPP- NRI 712 31 8 8 4 - 3 
4 WPP- NRI 713 5 - 
 
6 2 - 
5 WPP-NRI 714 - - - 3 2 - 
6 WPP-NRI 715 - 20 14 8 8 10 
7 WPP -NRI 716 - 2 12 17 13 4 
8 WPP-NRI 717 - 2 - 3 1 - 
9 WPP-NRI 718 - - 8 - - 2 
10 Belum Terdata 37 - - - - - 
TOTAL 203 183 106 112 68 38 
Sumber: Dirjen PSDKP 
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Selanjutnya, tabel 6 menunjukkan jumlah kapal ikan yang 
ditangkap oleh kapal pengawas berdasarkan wilayah pengelolaan 
perikanan selama 6 tahun terakhir (2009-2014). Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri dari 9 
titik, yaitu WPP-NRI 571, WPP-NRI 573, WPP-NRI 711, WPP-NRI 
712, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, 
WPP-NRI 717 dan WPP-NRI 718. 
Tahun 2009, jumlah kapal ikan yang ditangkap sebesar 203 
unit kapal, yang rinciannya 15 di WPP-NRI 571, 115 di WPP-NRI 
711, 31 di WPP-NRI 712, 5 di WPP-NRI 713 dan 37 kapal ikan 
belum terdata lokasinya. Tahun 2010, jumlah kapal ikan yang 
ditangkap sebesar 183 unit kapal, yang rinciannya 16 di WPP-NRI 
571, 135 di WPP-NRI 711, 8 di WPP-NRI 712, 20 di WPP-NRI 715, 
2 di WPP-NRI 716 dan 2 di WPP-NRI 717. 
Tahun 2011, jumlah kapal ikan yang ditangkap sebesar 106 
unit kapal, yang rinciannya 14 di WPP-NRI 571, 50 di WPP-NRI 
711, 8 di WPP-NRI 712, 14 di WPP-NRI 715, 12 di WPP-NRI 716 
dan 8 di WPP-NRI 718. Sedangkan tahun 2012, jumlah kapal ikan 
yang ditangkap sebesar 112 unit kapal, yang rinciannya 12 di WPP-
NRI 571, 59 di WPP-NRI 711, 4 di WPP-NRI 712, 6 di WPP-NRI 
713, 3 di WPP-NRI 714, 8 di WPP-NRI 715, 17 di WPP-NRI 716 
dan 3 di WPP-NRI 717. 
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Selanjutnya, pada tahun 2013 jumlah kapal ikan yang 
ditangkap sebesar 68 unit kapal, yang rinciannya 15 di WPP-NRI 
571, 1 di WPP-NRI 573, 26 di WPP-NRI 711, 2 di WPP-NRI 713, 2 
di WPP-NRI 714, 8 di WPP-NRI 715, 13 di WPP-NRI 716 dan 1 di 
WPP-NRI 717. Tahun 2014 jumlah kapal ikan yang ditangkap 
sebesar 38 unit kapal, yang rinciannya 1 di WPP-NRI 571, 18 di 
WPP-NRI 711, 3 di WPP-NRI 712, 10 di WPP-NRI 715, 4 di WPP-
NRI 716 dan 2 di WPP-NRI 718. 
Yang berarti selama 6 tahun, secara umum terjadi 
penurunan jumlah kapal ikan yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP. 
Hal ini bisa ditafsirkan ke dalam dua kondisi, yang pertama bahwa 
terjadi peningkatan ketaatan oleh kapal perikanan yang beroperasi 
di wilayah pengelolaan perikanan NRI. Dan yang kedua, hal ini bisa 
berarti bahwa kinerja dari Ditjen PSDKP menurun. 
Asep Burhanudin selaku Dirjen PSDKP KKP, menjelaskan 
bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mendeteksi 
kapal-kapal yang melakukan pelanggaran berdasarkan pergerakan 
kapal sepanjang tahun 2014 sebanyak 528 kapal perikanan. Di 
mana 88 % (469 kapal) melakukan pelanggaran atas wilayah dan 
jalur penangkapan (daerah penangkapan).73 
                                                          
73
 Sepanjang 2014 KKP telah periksa 2.044 kapal. 13 Januari 2015. Diakses dari  





Pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan wilayah dan 
jalur penangkapan yang dilakukan oleh kapal perikanan, selain 
melalui kegiatan patroli secara langsung, pengawas perikanan juga 
melakukan pengawasan melalui VMS (Vessel Monitoring System). 
Pengawasan melalui VMS dilakukan berdasarkan data pergerakan 
kapal dari tracking VMS yang disampaikan oleh Direktorat Sarana 
dan Prasarana Pengawasan secara periodic atau direktorat yang 
mengelola VMS. Tracking VMS memuat gambaran (berisi data dan 
informasi) tentang adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana 
perikanan. 
Setelah pengawas perikanan mendapat data terhadap 
dugaan pelanggaran atau kejahatan, pengawas lalu memanggil 
dan melakukan klarifikasi kepada pemilik/ penanggung jawab 
perusahaan atas hasil tracking VMS tersebut. Kemudian hasil 
klarifikasi dianalisis secara teknis dan yuridis, dan hasilnya 
dipergunakan sebagai dasar rekomendasi kepada direktorat 
jenderal teknis terkait. 
Dalam hal pihak pemilik/ penanggung jawab tidak hadir 
memenuhi panggilan untuk kepentingan klarifikasi, maka dilakukan 
pemanggilan kedua. Dan apabila panggilan kedua yang 
bersangkutan juga tetap tidak hadir maka direkomendasikan 
kepada direktorat jenderal teknis terkait untuk diberikan sanksi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga 
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diinformasikan kepada Direktorat Kapal Pengawas dan UPT 
PSDKP untuk menjadi perhatian di lapangan. 
4. Alat Penangkapan Ikan 
Pemeriksaan alat penangkap ikan meliputi jenis alat tangkap 
yang digunakan dan spesifikasi alat tangkap. Adapun alat 
penangkap ikan menurut jenisnnya terdiri dari beberapa kelompok 
yaitu: Jaringan Lingkar (surrounding nets); Pukat Tarik (seine nets); 
Pukat Hela (trawls); Penggaruk (dredges); Jaring Angkat (lift nets); 
Alat yang dijatuhkan (falling gears); Jaring Insan (gillnets and 
entangling nets); Perangkap (traps); Pancing (hooks and lines); dan 
Alat Penjepit dan Melukai (grappling and wounding). 
Spesifikasi alat penangkap ikan jaring lingkar (surrounding 
nets) yaitu: jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/ purse seine) 
dan jaring lingkar tanpa tali kerut (without purse lines/ lampara). 
Jaring lingkar bertali kerut (with purse lines/ purse seine) terdiri dari 
pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines) 
dan pukat cincin dengan dua kapal (two boat operated purse 
seines). Pukat cincin dengan satu kapal kapal (one boat operated 
purse seines) terdiri dari pukat cincin pelagis kecil dengan satu 
kapal dan pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal. Pukat 
cincin dengan dua kapal (two boat operated purse seines) terdiri 
dari pukat cincin grup pelagis kecil dan besar. 
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Alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari: 
pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or 
vessel seines). Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) terdiri 
dari dogol (dainess seines), Scottish seines, pair seines, paying, 
cantrang dan lampara dasar. 
Alat penangkap ikan pukat hela (trawls) terdiri dari pukat 
hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater 
trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat 
dorong. Pukat hela dasar (bottom trawls) terdiri dari pukat hela 
dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter 
trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl dan 
pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupa pukat udang. Pukat 
hela pertengahan (midwater trawls) terdiri dari pukat hela 
pertengahan berpapan (otter trawls), pukat hela pertengahan dua 
kapal (pair trawls) dan pukat hela pertengahan udang (shrimp 
trawls). 
Alat penangkap ikan jaring angkat (lift nets) terdiri dari: anco 
(portable lift nets), jaring angkat berperahu (boat-operated lift nets) 
dan bagan tancap (shore-operated stationary lift nets). Jaring 
angkat berperahu (boat-operated lift nets) terdiri dari bagan 
berperahu dan bouke ami. 
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Alat penangkap ikan berupa alat yang dijatuhkan atau 
ditebarkan (falling gear) terdiri dari jala jatuh berkapal (cast nets) 
dan jala tebar (falling gear not specified). 
Alat penangkap ikan jaring insang (gillnets and entangling 
nets) terdiri dari: jaring insang tetap (set gillnets (anchored)), jaring 
insang hanyut (driftnets), jaring insang lingkar (encircling gillnets), 
jaring insang berpancang (fixed gillnets (on stakes)), jaring insang 
berlapis (trammel nets) berupa jaring klitik dan combined gillnets-
trammel net. Jaring insang tetap (set gillnets (anchored)) berupa 
jaring lion bun. Jaring insang hanyut (driftnets) berupa jaring gillnet 
oseanik. 
Alat penangkap ikan (traps) terdiri dari stationary uncovered 
pound nets, berupa set net, bubu (pots), bubu bersayap (fyke nets), 
stow nets, barriers, fences, weirs, berupa sero, perangkap ikan 
peloncat (aerial traps), muro ami dan seser. Stow nets terdiri dari 
pukat labuh (long bag set net), togo, ambai, jermal dan pengerih. 
Alat penangkap ikan pancing (hooks and lines), terdiri dari: 
handlines and pole-lines/hand operated, handlines and pole-lines/ 
mechanized, rawai dasar (set longlines), rawai hanyut (drifting 
longlines), tonda (trolling lines) dan pancing laying-layang. 
Handlines and pole-lines/hand operated terdiri dari pancing ulur, 
pancing berjoran, huhate dan squid angling. Handlines and pole-
lines/ mechanized terdiri dari squid jigging dan huhate mekanis. 
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Rawai hanyut (drifting longlines) terdiri dari rawai tuna dan rawai 
cucut. 
Alat penangkap ikan berupa alat penjepit dan melukai 
(grappling and wounding) terdiri dari tombak (harpoons), ladung 
dan panah. 
Tabel 7 : Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas 






2008  2009  2010  2011  2012 
2013 2014 
1 Trawl 28 76 50 19 15 15 2 
2 Pair Trawl 39 6 71 40 34 12 6 
3 Long Line 22 9 4 14 2 1 - 
4 Rawai 0 0 0 0 2 2 1 
5 Bubu 1 3 2 0 - - - 
6 Gill Net 14 4 1 5 4 4 1 




1 1 5 1 1 
- 3 
9 Bouke Ami 3 10 2 1 1 - - 




17 13 6 3 2 
2 3 
12 Pukat Ikan 22 4 1 1 5 4 7 
13 Pukat Teri 0 0 0 0 4 - - 




6 7 1 0 - 
- - 




6 0 2 0 - 
- - 




0 6 0 0 - 
- - 
20 Alat Selam 0 0 0 0 1 1 - 
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0 3 0 0 - 
- - 
23 Pukat Hela 0 3 0 0 - - - 
24 Kargo 2 0 0 0 - - 2 
25 Pole & Line 2 0 0 0 - - - 








Selam     




24 2 1 0 2 
- 1 
TOTAL 243 203 183 106 112 68 38 
Sumber: Dirjen PSDKP 
Tabel 7, menunjukkan jumlah kapal ikan yang ditangkap oleh 
kapal pengawas berdasarkan jenis alat tangkap selama 7 tahun 
terakhir (2008-2014). Pada tahun 2008, total kapal ikan yang 
ditangkap adalah 243 unit kapal dengan rincian alat tangkap: 28 
trawl, 39 pair trawl, 22 long line, 1 bubu, 14 gill net, 36 hand line, 1 
kapal lampu, 3 bouke ami, 17 pengangkut ikan, 22 pukat ikan, 17 
purse seine, 6 pancing cumi, 6 jaring dogol, 2 kapal bantu, 1 kapal 
angkut pasir, 2 kargo, 2 pole & line, dan 24 tanpa keterangan. 
Tahun 2009, total kapal ikan yang ditangkap adalah 203 unit 
kapal dengan rincian alat tangkap: 76 trawl, 6 pair trawl, 9 long line, 
3 bubu, 4 gill net, 19 hand line, 1 kapal lampu, 10 bouke ami, 13 
pengangkut ikan, 4 pukat ikan, 36 purse seine, 7 pancing cumi, 1 
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kapal bantu, 6 alat bantu, 3 pancing tonda, 3 pukat hela, dan 2 
tanpa keterangan. 
Tahun 2010, total kapal ikan yang ditangkap adalah 183 unit 
kapal dengan rincian alat tangkap: 50 trawl, 71 pair trawl, 4 long 
line, 2 bubu, 1 gill net, 12 hand line, 5 kapal lampu, 2 bouke ami, 6 
pengangkut ikan, 1 pukat ikan, 20 purse seine, 1 pancing cumi, 2 
jaring dogol dan 1 tanpa keterangan. Sedangkan tahun 2011, total 
kapal ikan yang ditangkap adalah 106 unit kapal dengan rincian 
alat tangkap: 19 trawl, 40 pair trawl, 14 long line, 5 gill net, 16 hand 
line, 1 kapal lampu, 1 bouke ami, 1 antrang, 3 pengangkut ikan, 1 
pukat ikan dan 5 purse seine. 
Tahun 2012, total kapal ikan yang ditangkap adalah 112 unit 
kapal dengan rincian alat tangkap: 15 trawl, 34 pair trawl, 2 long 
line, 2 rawai, 4 gill net, 22 hand line, 1 kapal lampu, 1 bouke ami, 6 
cantrang, 2 pengangkut ikan, 5 pukat ikan, 4 pukat teri, 7 purse 
seine, 1 jaring cumi, 1 alat selam+ gill net, 3 bom dan 2 tanpa 
keterangan. 
Tahun 2013, total kapal ikan yang ditangkap adalah 68 unit 
kapal dengan rincian alat tangkap: 15 trawl, 12 pair trawl, 1 long 
line, 2 rawai, 4 gill net, 17 hand line, 1 cantrang, 2 pengangkut ikan, 
4 pukat ikan, 5 purse seine, 1 alat selam+ gill net, 1 bom, 1 mini 
purse seine dan 2 peralatan selam. 
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Tahun 2014, total kapal ikan yang ditangkap adalah 38 unit 
kapal dengan rincian alat tangkap: 2 trawl, 6 pair trawl, 1 rawai, 1 
gill net, 4 hand line, 3 kapal lampu, 2 cantrang, 3 pengangkut ikan, 
7 pukat ikan, 3 purse seine, 2 kargo, 1 mini purse seine, 2 peralatan 
selam dan 1 tanpa keterangan. 
Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas 
provinsi atau dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di 
bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya 
monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan dengan pemantauan 
dan pemeriksaan lapangan terhadap penempatan alat 
penangkapan ikan pada jalur di WPP-NRI. 
Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang tidak sesuai 
dengan selektifitas dan kapasitas ukuran kapal perikanan dan jalur 
penangkapan ikan di WPP-NRI, dikenakan sanksi pidana denda 
sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan 
Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
1. Faktor Pendukung 
a. Kerja sama dengan instansi lain 
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Pengawasan di bidang kelautan dan perikanan 
khususnya pada sektor penangkapan ikan selain dilakukan oleh 
pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 
pengawasan penangkapan ikan juga dilakukan oleh beberapa 
instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut  (bakamla) yang 
dahulunya bernama bakorkamla, Polisi Republik Indonesia 
(POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-
AL). 
Kerja sama antar lembaga di lingkungan kementerian 
kelautan dan perikanan adalah kegiatan atau aktivitas yang 
dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan dengan 
satu atau lebih lembaga/ badan/ atau organisasi yang memiliki 
kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau 
kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik 
untuk semua pihak. 
Efektivitas kerja sama atau koordinasi antara ditjen 
PSDKP dengan instansi lainnya seperti bakamla, TNI AL, Polri 
diakui oleh Arif Hidayatullah selaku kepala sub-bagian hukum 
ditjen psdkp ialah sudah sangat baik. Ditjen PSDKP, TNI AL dan 
Polri juga memiliki forum koordinasi penanganan tindak pidana 
perikanan. Selain itu, khusus pengawasan di laut, Ditjen 
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PSDKP, TNI AL dan Polri memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) bersama tentang penanganan tindak pidana 
perikanan. 











KII KIA KII KIA KII KIA 
1 
2007 48 0 3 
   
8 0 2 
2 
2008 178 27 7 
   
46 0 0 
3 
2009 92 0 0 78 1 16 4 0 2 
4 
2010 107 11 7 
   
23 0 0 
5 
2011 185 0 2 
   
13 0 0 
6 
2012 247 9 2 
   
40 0 0 
7 
2013 228 0 6 
   
30 0 0 
8 2014 187 0 1 0 0 0 39 0 0 
Sumber: Ditjen PSDKP 
 
Tabel 8 diatas menunjukkan tentang hasil operasi 
bersama yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP dengan instansi 
terkait seperti bakorkamla, Polri dan TNI AL. pada tahun 2007, 
jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama 
bakorkamla ialah sebesar 48 yang kemudian terdapat 3 kapal 
ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama 




Tahun 2008, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan 
hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 178 yang 
kemudian terdapat 27 kapal ikan Indonesia dan 7 kapal ikan 
asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI 
AL, diperiksa 46 kapal. Kemudian pada tahun 2009, jumlah 
kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama 
bakorkamla ialah sebesar 92. Selanjutnya hasil operasi 
bersama Polri, diperiksa 78 unit kapal yang kemudian ditangkap 
1 kapal ikan Indonesia dan 16 kapal ikan asing. Bersama TNI 
AL, diperiksa 4 kapal yang kemudian ditangkap 2 kapal ikan 
asing. 
Tahun 2010, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan 
hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 107 yang 
kemudian terdapat 11 kapal ikan Indonesia dan 7 kapal ikan 
asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI 
AL, diperiksa 23 kapal. Tahun 2011, jumlah kapal yang 
diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah 
sebesar 185 yang kemudian terdapat 2 kapal ikan asing yang 
ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 
13 kapal. 
Tahun 2012, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan 
hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 247 yang 
kemudian terdapat 9 kapal ikan Indonesia dan 2 kapal ikan 
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asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI 
AL, diperiksa 40 kapal. Tahun 2013, jumlah kapal yang 
diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah 
sebesar 228 yang kemudian terdapat 6 kapal ikan asing yang 
ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 
30 kapal. Tahun 2014, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan 
hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 187 yang 
kemudian terdapat 1 kapal ikan asing yang ditangkap. 
Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 39 kapal. 
Berikutnya, tabel 9 menunjukkan hasil operasi kapal 
pengawas Ditjen PSDKP dengan instansi terkait berdasarkan 
wilayah operasi (Tahun 2007-2014). Di mana untuk tahun 2007, 
terdapat 5 kapal yang ditangkap di Laut Ararfura. Tahun 2008, 
terdapat 34 kapal yang ditangkap di Laut Cina Selatan, Selat 
Karimata dan Selat Malaka. Tahun 2009, terdapat 18 kapal 
yang ditangkap di Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat 
Malaka. Tahun 2010, terdapat 7 kapal yang ditangkap di Laut 
Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka dan 11 kapal 
ditangkap di Laut Sulawesi/Maluku. 
Tahun 2011, terdapat 2 kapal yang ditangkap di Laut 
Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka. Tahun 2012, 
terdapat 5 kapal yang ditangkap di Laut Cina Selatan, Selat 
Karimata dan Selat Malaka dan 6 kapal ditangkap di Selat 
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Makassar. Tahun 2013, terdapat 6 kapal yang ditangkap di Laut 
Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka. Selanjutnya 
tahun 2014, terdapat 1 kapal yang ditangkap di Laut Cina 
Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka. 
Tabel 9 : Hasil Operasi kapal pengawas dengan instansi terkait 
berdasarkan Wilayah Operasi, Tahun 2007-2014 
LOKASI 
JUMLAH KAPAL DIKAWAL (unit) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Perairan 
Sumatera Barat 
- - - - - - - - 
Laut Arafura 5 - - - - - - - 
Laut Cina 
Selatan, Selat  
Karimata dan 
Selat Malaka 
- 34 18 7 2 5 6 1 
Perairan Utara 
Jawa 
- - - - - - - - 
Laut Sulawesi - - - - - - - - 
Laut 
Sulawesi/Maluku 
- - - 11 - - - - 
Selat Makassar - - - - - 6 - - 
Laut Aru - - - - - - - - 
Samudera Pasifik - - - - - - - - 
Samudera Hindia - - - - - - - - 




Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa wilayah yang paling banyak ditemukan (ditangkap) ialah 
wilayah Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka. 
Kerja sama yang terjalin antar instansi atau lembaga ini 
merupakan suatu wujud keseriusan seluruh stake holders untuk 
menjaga dan memelihara serta menegakkan peraturan 
perundang-undangan. Mengingat semboyan Negara Indonesia 
yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang dapat diartikan bahwa 
walaupun instansi yang bekerja sama ini berbeda dalam struktur 
maupun organisasi, namun mereka memiliki satu tujuan yang 
sama yaitu menegakkan hukum. Hal ini juga merupakan salah 
satu amanat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang 
tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “ Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. 
b. Kerja sama dengan negara lain 
Selain bentuk kerja sama dengan instansi lain 
(pengawasan nasional), faktor pendukung lainnya adalah kerja 
sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk 
kerja sama luar negeri, itu ada kerja sama regional (di kawasan) 
dan kerja sama bilateral dengan negara tertentu. Untuk kerja 
sama regional, kita bersama 11 negara (10 negara 
asean+Australia) tergabung dalam regional plan of action to 
promote responsible fishery including to combat IUU Fishing. 
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Dalam regional plan of action ini, digalang kerja sama denga 11 
negara ini untuk melakukan penangkapan ikan yang 
bertanggung jawab dan memberantas IUU fishing.74 
Pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan 
seperti penanggulangani IUU Fishing disadari oleh Indonesia 
dan negara lain tidaklah mudah sehingga kerja sama dalam 
pengawasan pelaksanaan penangkapan ikan menjadi sangat 
penting. Dengan Australia misalnya,pada tanggal 17 Juli 2009, 
Ditjen PSDKP telah menandatangani pembentukan Indonesia-
Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF). 
IAFSF ini merupakan kerangka Working Group on 
Fisheries, yang beberapa kegiatannya berupa operasi 
pengawasan terkoordinasi (coordinated patrol), pertukaran data 
dan informasi, dan penguatan kapasitas (capacity building) 
kelembagaan dalam konteks penanggulangan penangkapan 
ikan secara illegal di wilayah perbatasan kedua negara (yang 
merupakan Zona Ekonomi Eksklusif). 
Tabel 10, akan menunjukkan jumlah kapal ikan yang 
ditangkap oleh kapal pengawas berdasarkan kebangsaan 
periode Tahun 2007-2014. Untuk tahun 2007, jumlah kapal 
yang ditangkap adalah 186, yang terdiri dari 96 kapal 
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 Hasil Wawancara dengan Arif Hidayatullah (Kepala Sub-Bag Hukum Ditjen 
PSDKP KKP RI). Jakarta, 14 Januari 2015 
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kebangsaan Indonesia, 8 kebangsaan Malaysia, 45 kebangsaan 
Vietnam, 31 kebangsaan Thailand, 1 kebangsaan RRC/ China 
dan 5 kebangsaan Philipina. 
Tahun 2008, jumlah kapal yang ditangkap adalah 243, 
yang terdiri dari 119 kapal kebangsaan Indonesia, 12 
kebangsaan Malaysia, 74 kebangsaan Vietnam, 23 kebangsaan 
Thailand dan 15 kebangsaan RRC/ China.  
Tabel 10 : Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas 
Berdasarkan Kebangsaan, Tahun 2007-2014 
Sumber: Ditjen PSDKP 
Tahun 2009, jumlah kapal yang ditangkap adalah 203, 
yang terdiri dari 78 kapal kebangsaan Indonesia, 9 kebangsaan 





2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 
1 Indonesia 96 119 78 24 30 42 24 22 
2 Malaysia 8 12 9 22 11 5 14 - 
3 Vietnam 45 74 76 115 42 40 17 9 
4 Thailand 31 23 27 7 3 8 4 7 
5 RRC/Chinna 1 15 8 7 0 0 0 0 
6 Hongkong 0 0 1 0 1 0 0 0 
7 Taiwan 0 0 0 0 6 0 0 0 
8 Philipina 5 0 4 8 13 17 9 0 
TOTAL 186 243 203 183 106 112 68 38 
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kebangsaan RRC/ China, 1 kebangsaan Hongkong dan 4 
kebangsaan Philipina. 
Tahun 2010, jumlah kapal yang ditangkap adalah 183, 
yang terdiri dari 24 kapal kebangsaan Indonesia, 22 
kebangsaan Malaysia, 115 kebangsaan Vietnam, 7 kebangsaan 
Thailand, 7 kebangsaan RRC/ China dan 4 kebangsaan 
Philipina. Tahun 2011, jumlah kapal yang ditangkap adalah 106, 
yang terdiri dari 30 kapal kebangsaan Indonesia, 11 
kebangsaan Malaysia, 42 kebangsaan Vietnam, 3 kebangsaan 
Thailand, 1 kebangsaan Hongkong, 6 kebangsaan Taiwan dan 
8 kebangsaan Philipina. 
Selanjutnya, pada tahun 2012, jumlah kapal yang 
ditangkap adalah 112, yang terdiri dari 42 kapal kebangsaan 
Indonesia, 5 kebangsaan Malaysia, 40 kebangsaan Vietnam, 8 
kebangsaan Thailand dan 17 kebangsaan Philipina. Tahun 
2013, jumlah kapal yang ditangkap adalah 68, yang terdiri dari 
24 kapal kebangsaan Indonesia, 14 kebangsaan Malaysia, 17 
kebangsaan Vietnam, 4 kebangsaan Thailand dan 9 
kebangsaan Philipina. 
Tahun 2014, jumlah kapal yang ditangkap adalah 38, 
yang terdiri dari 22 kapal kebangsaan Indonesia, 9 kebangsaan 
Vietnam dan 7 kebangsaan Thailand. 
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KII KIA KII KIA 
1 2007 - - - 
8 0 2 
2 2008 78 25 3 
46 0 0 
3 2009 97 0 0 
4 0 2 
4 2010 15 0 0 
23 0 0 
5 2011 70 0 0 
13 0 0 
6 2012 63 1 0 
40 0 0 
7 2013 54 0 0 
30 0 0 
8 2014 - - - 
39 0 0 
Sumber: Ditjen PSDKP 
Tabel diatas menunjukkan hasil operasi bersama antar 
negara lain seperti Operasi Malindo (Malaysia-Indonesia) dan 
Indonesia-Australia yang dilakukan untuk melakukan 
pengawasan terhadap sumber daya perikanan. Kerja sama ini 
bertujuan untuk menjaga pemanfaatan dan pengelolaan sumber 
daya perikanan agar sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Kerja sama antar negara ini juga dapat membangun 
hubungan yang lebih baik lagi mengingat konflik yang rentang 
akibat kejahatan Illegal, Unported and Unregulated Fishing. 
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Bahwa pada tahun 2007, kerja sama Indonesia dengan 
Malaysia, berhasil memeriksa 8 kapal ikan dan akhirnya 
menangkap 2 kapal ikan asing. Tahun 2008, kerja sama 
Indonesia dengan Australia berhasil memeriksa 78 kapal dan 
akhirnya menangkap 25 kapal ikan Indonesia dan 3 kapal ikan 
asing. Selanjutnya kerja sama Indonesia dengan Malaysia, 
berhasil memeriksa 46 kapal ikan. 
Tahun 2009, kerja sama Indonesia dengan Australia 
berhasil memeriksa 97 kapal ikan. Selanjutnya kerja sama 
Indonesia dengan Malaysia, berhasil memeriksa 4 kapal ikan 
dan akhirnya menangkap 2 kapal ikan asing. Tahun 2010, kerja 
sama Indonesia dengan Australia berhasil memeriksa 15 kapal 
ikan. Selanjutnya kerja sama Indonesia dengan Malaysia, 
berhasil memeriksa 23 kapal ikan. 
Tahun 2011, kerja sama Indonesia dengan Australia 
berhasil memeriksa 70 kapal ikan. Selanjutnya kerja sama 
Indonesia dengan Malaysia, berhasil memeriksa 13 kapal ikan. 
Tahun 2012, kerja sama Indonesia dengan Australia berhasil 
memeriksa 63 kapal ikan dan akhirnya menangkap 1 kapal ikan 
Indonesia. Selanjutnya kerja sama Indonesia dengan Malaysia, 
berhasil memeriksa 40 kapal ikan. 
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Tahun 2013, kerja sama Indonesia dengan Australia 
berhasil memeriksa 54 kapal ikan. Selanjutnya kerja sama 
Indonesia dengan Malaysia, berhasil memeriksa 30 kapal ikan. 
Dan pada tahun 2014, kerja sama Indonesia dengan Malaysia, 
berhasil memeriksa 39 kapal ikan. 
c. Perangkat Hukum yang Memadai 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-
Bagian Hukum Ditjen PSDKP Arif Hidayatullah, bahwa salah 
satu yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan 
penangkapan ikan adalah perangkat hukum yang memadai. 
Perangkat hukum yang memadai berarti mereka yang mengerti 
dan memahami dengan baik tugas-tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan 
penangkapan ikan. 
Selain memahami tugas, perangkat hukum tersebut juga 
harus berani menjalankan kewenangannya tanpa mau 
diintervensi dengan pihak lain yang beritikad buruk. Dan selalu 
berpegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan yang 
sejatinya merupakan manifestasi bagi kemajuan Indonesia ke 
depannya. 
Aparat penegak hukum seperti pengawas perikanan, TNI 
AL maupun Polri yang notabenya diakui oleh kasubag hukum 
ditjen psdkp sebagai aparat yang telah mendukung 
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pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan salah 
satunya pada bidang penangkapan ikan ini, seyogyanya tidak 
boleh puas karena disadari atau tidak, situasi dan kondisi terus 
berkembang sehingga tidak tertutup kemungkinan kedepannya 
aparat hukum ini dapat saja menjadi boomerang bagi 
penegakan hukum itu sendiri. 
Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya pada proses 
penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentunya harus 
memiliki landasan atau pedoman dalam setiap tindakan. 
Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang 
telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang. 
Di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, biro 
hukum dan organisasi mempunyai tugas yang salah satunya 
adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Terkait tugas itu, Kepala 
Bagian PerUU Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum laut, 
menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh agar peraturan 
perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan 
ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur 
target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum,sesudah, 
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dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan 
tersebut berdampak pada masyarakat.75 
2. Faktor Penghambat 
a. Sumber Daya Manusia 
Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor Per/30/Men 2012, bahwa pengawasan usaha 
perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan. 
Tabel 12: Jumlah Pengawas Perikanan s/d Tahun 2014 








123 89 214 
2 Pangkalan Bitung 71 125 196 
3 Stasiun PSDKP 
Pontianak 
53 31 84 
4 Stasiun PSDKP 
Belawan 
49 52 101 
5 Stasiun PSDKP 
Tual 
48 36 84 
 TOTAL 344 335 679 
Sumber: Ditjen PSDKP 
Tabel diatas menunjukkan jumlah pengawas perikanan/ 
sumber daya manusia secara kuantitas yang ada di Indonesia. 
Bahwa jumlah pengawas perikanan di pangkalan Jakarta 
adalah 214 orang, yang terdiri dari 123 Ditjen PSDKP dan 89 
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 Hasil Wawancara dengan Fuad Himawan (Kabag PerUU Lintas Sektor dan 
Pengembangan Hukum Laut ,Biro Hukum KKP RI). Jakarta, 13 Januari 2015 
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Dinas KP. 196 total pengawas perikanan yang berada di 
pangkalan Bitung, yang terdiri dari 71 Ditjen PSDKP dan 125 
Dinas KP. 84 total pengawas perikanan yang berada di stasiun 
PSDKP Pontianak, yang terdiri dari 53 Ditjen PSDKP dan 31 
Dinas KP. 
101 total pengawas perikanan yang berada di stasiun 
PSDKP Belawan, yang terdiri dari 49 Ditjen PSDKP dan 52 
Dinas KP. 84 total pengawas perikanan yang berada di stasiun 
PSDKP Tual, yang terdiri dari 48 Ditjen PSDKP dan 36 Dinas 
KP. Sehingga total keseluruhan pengawas perikanan adalah 
679 orang, yang terdiri dari 344 Ditjen PSDKP dan 335 Dinas 
KP. 
Jika ditelaah lebih lanjut, nampak jelas bahwa jumlah 
tersebut masih sangat kurang jika disandingkan dengan luas 
wilayah yang harus diawasi untuk menegakkan peraturan dan 
menjaga kedaulatan Indonesia. Luas perairan atau wilayah laut 
Indonesia yaitu 5,9 juta km2, yang terdiri dari 0,4 juta km2 
perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km2 , serta 
zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km2.76  
Jumlah pengawas perikanan saat ini adalah 679 orang, 
dimana jika dibagi dengan total kapal pengawas perikanan saat 
ini (27 unit kapal), maka 1 (satu) kapal pengawas perikanan 
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 Alma Manuputty dkk. Op.Cit. Hal: 1-2 
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setidaknya diisi oleh 25 pengawas perikanan. Mengingat apa 
yang telah diungkapkan oleh mantan Dirjen PSDKP KKP RI, 
Syahrin Abdurrahman (2013) bahwa idealnya KKP memiliki 80-
90 unit kapal pengawas perikanan.77 Sehingga jika dikalkulasi, 
maka jumlah pengawas perikanan idealnya 2.000 sampai 2.250 
orang pengawas perikanan. 
b. Sarana dan Prasarana 
Selain pengawasan oleh pengawas perikanan, Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/30/Men 2012 juga 
mengamanatkan bahwa pengawasan usaha perikanan tangkap 
juga dilakukan oleh kapal pengawas perikanan. 
Tabel 13: Jumlah Kapal Pengawas Perikanan s/d Tahun 2014 






1 KP. Baracuda 001 17 FIBER 
Tahun 2000 Eks 
Ditjen Perikanan 
2 KP. Baracuda 002 17 FIBER 
Tahun 2000 Eks 
Ditjen Perikanan 
3 KP. Hiu 001 28 FIBER 2001 
4 KP. Hiu 002 28 FIBER 2001 
5 KP. Hiu 003 28 FIBER 2002 
6 KP. Hiu 004 28 FIBER 2002 
7 KP. Hiu 005 28 FIBER 2002 
8 KP. Hiu 006 28 FIBER 
2003 
 
9 KP. Hiu 007 28 FIBER 2003 
10 KP. Hiu 008 28 FIBER 2003 
11 KP. Hiu 009 28 FIBER 2006 
12 KP. Hiu 010 28 FIBER 2006 
13 KP. Hiu Macan 36 FIBER 2004 
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 Baca: Tekan kerugian Negara, KKP tambah kapal pengawas perikanan. 26 
Desember 2013. Diakses dari http://www.jurnas.com/news/118339/Tekan-Kerugian-
Negara-KKP-Tambah-Kapal-Pengawas-Perikanan-2013/1/Nasional/Politik-Keamanan. 





KP. Hiu Macan 
002 
36 FIBER 2004 
15 
KP. Hiu Macan 
003 
36 BAJA 2006 
16 
KP. Hiu Macan 
004 
36 BAJA 2006 
17 
KP. Hiu Macan 
005 
36 BAJA 2007 
18 
KP. Hiu Macan 
006 
36 BAJA 2008 
19 KP. Todak 01 18 FIBER 2003 
20 KP. Todak 02 18 FIBER 2003 
21 KP. Takalamongan 23 FIBER 
Eks Coremap, 
Hibah 2005 










24 KP. Akar Bahar 14 FIBER 2009 
25 KP. Paus 001 42 BAJA 2011 (Rekondisi) 
26 
KP. Hiu Macan 
Tutul 002 
42 BAJA 2012 




  Sumber: Dirjen PSDKP 
Tabel di atas menunjukkan jumlah kapal pengawas 
perikanan yang dimiliki KKP RI sampai tahun 2014. Totalnya 
yaitu sebesar 27 kapal yang terdiri dari: KP. Baracuda 001, KP 
Baracuda 002, KP. Hiu 001, KP. Hiu 002, KP. Hiu 003, KP. Hiu 
004, KP. Hiu 005, KP. Hiu 006, KP. Hiu 007, KP. Hiu 008, KP. 
Hiu 009, KP. Hiu 010, KP Hiu Macan 001, KP Hiu Macan 002, 
KP Hiu Macan 003, KP Hiu Macan 004, KP Hiu Macan 005, KP 
Hiu Macan 006, KP Todak 01, KP Todak 02, KP. 
Takalamongan, KP. Padaido, KP. Hiu Macan Tutul 001, KP. 
125 
 
Akar Bahar, KP. Paus 001, KP. Hiu Macan Tutul 002 dan KP. 
Hiu 011. 
Keadaan sarana dan prasarana (infrastruktur) 
pengawasan penangkapan ikan misalnya kapal pengawas, 
diakui oleh Ditjen PSDKP  bahwa jumlahnya saat ini masih 
sangat terbatas dan hal ini merupakan salah satu faktor 
penghambat kegiatan pelaksanaan pengawasan penangkapan 
ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia.  “Saat ini, kita punya 27 kapal pengawas dan 86 
speedboat pengawasan. Jadi 27 kapal pengawasan ini masih 
sangat terbatas untuk melakukan pengawasan di wilayah laut 
indonesia, tapi bagaimanapun dari tahun ketahun dengan 
sarana terbatas tersebut, kita tetap mampu melakukan 
pengawasan terhadap Ilegal fishing”.78 
Kekurangan sarana dan prasarana seperti jumlah kapal 
pengawas perikanan yang tidak memadai dapat memberikan 
dampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan. Selain dari aspek jumlah kapal pengawas 
perikanan, hal yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan 
kemudian adalah spesifikasi atau kemampuan kapal pengawas 
perikanan yang ada saat ini. 
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 Hasil Wawancara dengan Arif Hidayatullah (Kepala Sub-Bag Hukum Ditjen 
PSDKP KKP RI). Jakarta, 14 Januari 2015 
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Memalukan jika sarana dan prasarana pengawasan 
sumber daya perikanan seperti kapal pengawas perikanan tidak 
berhasil menangkap kapal pelaku  Illegal, Unported, and 
Unregulated Fishing yang memiliki tekhnologi dan kemampuan 
yang lebih canggih apabila dibandingkan dengan kapal 
pengawas perikanan Indonesia. Untuk itu, diperlukan perbaikan 
dan peningkatan sarana dan prasarana bagi kegiatan 
pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan. 
Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana 
kedepannya akan sangat membantu menunjang penegakan 
peraturan perundang-undangan dan tentunya menjaga 
kedaulatan Negara Republik Indonesia. 
c. Sistem Integrasi Data 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-
Bagian Hukum Ditjen PSDKP Arif Hidayatullah, bahwa sistem 
integrasi data / Integrated Surveillance System (ISS) belum 
terintegrasi dengan baik sehingga mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem 
integrasi data yang belum sempurna ini dikarenakan berbagai 
macam faktor yang mempengaruhi salah satunya infrastruktur. 
Integrated Surveillance System (ISS) ini dilaksanakan 
melalui: (1) pengembangan sistem pemantauan, baik terhadap 
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kapal perikanan berizin (cooperative object) maupun kapal 
perikanan illegal (non- cooperative object); (2) peningkatan 
efektivitas operasi kapal pengawasan sumber daya kelautan 
dan perikanan, dengan mengubah pola operasi patrolling 
menjadi intercept; (3) pemenuhan infrastruktur pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan untuk pelaksanaan 
pengawasan SDKP secara optimal. 
Pemantauan terhadap kapal perikanan berizin 
(cooperative object) dilakukan dengan menggunakan Vessel 
Monitoring System (VMS) yang dikelolah langsung oleh Ditjen 
PSDKP. Sedangkan untuk kapal perikanan illegal (non- 
cooperative object), pemantauannya tidak dapat menggunakan 
VMS sehingga Ditjen PSDKP bekerja sama dengan pihak lain. 
Untuk non-cooperative object, tidak bisa menggunakan vms, 
sehingga kita bekerjasama dengan balitbang kp dengan 
menggunakan radar yang disebut dengan indeso. Lalu ada 
kerjasama juga dengan kementerian perhubungan dengan 
menggunakan fasilitas AIS. AIS itu sudah lama digunakan untuk 
memantau kapal yang non-cooperative.79 
Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan 
sumber daya kelautan dan perikanan, dengan mengubah pola 
operasi patrolling menjadi intercept dilakukan karena cara patroli 
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 Hasil Wawancara dengan Arif Hidayatullah (Kepala Sub-Bag Hukum Ditjen 
PSDKP KKP RI). Jakarta, 14 Januari 2015 
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dipandang kurang efektif dan efisien sehingga biaya yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sangat 
besar, kemudian hasilnya tidak selalu menemukan pelaku 
pelanggaran. 
Pola intercept diyakini merupakan salah satu pola operasi 
yang efektif dan efisien karena cara ini melakukan pengawasan 
melalui penginderaan dari instansi-instansi lain yang bekerja 
sama dengan Ditjen PSDKP. Cara kerjanya yaitu pendeteksian 
kapal yang melakukan pelanggaran yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan pengejaran oleh kapal pengawas 
perikanan yang berada dengan posisi terdekat dengan kapal 
tersebut. 
d. Dana dan Waktu Operasional 
Selain permasalahan sarana dan prasarana, sumber 
daya manusia serta sistem integrasi data yang belum mampu 
mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan 
perikanan khusunya pada bidang penangkapan ikan secara 
optimal seperti Illegal, Unported and Unregulated Fishing, 
masalah dana dan waktu operasional juga menjadi hal yang 
sangat penting untuk mendapat perhatian karena dana dan 
waktu operasional dapat menentukan kegagalan atau 
kesuksesan dari kegiatan pengawasan itu sendiri. 
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Selama ini, kegiatan pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan yang dilakukan salah satunya oleh Ditjen 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP tidak 
maksimal disebabkan oleh alokasi anggaran operasional 
pengawasan hanya untuk 66 (enam puluh enam) hari dalam 
setahun. Tidak mengherankan ketika Indonesia mengalami 
kerugian yang sangat besar dari Illegal, Unported and 
Unregulated Fishing. Alokasi dana operasional yang diberikan 
untuk 66 hari dalam setahun adalah Rp.91,2 miliar. Yang 
menurut Asep Burhanuddin (Dirjen PSDKP), pada tahun 2014 
dana operasional ini telah habis sebelum akhir periode.80 
Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
melakukan terobosan terkait pelaksanaan pengawasan sumber 
daya kelautan dan perikanan dengan menambah jumlah hari 
(waktu) kerja operasional dari 66 hari pengawasan dalam 
setahun menjadi 210 hari dalam setahun. Hal ini tentunya juga 
mengakibatkan naiknya anggaran dana operasional yang 
dibutuhkan sehingga kementerian keuangan sepakat untuk 
menambah alokasi anggaran operasional pengawasan menjadi 
Rp.340 miliar.81 
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Dibandingkan dengan jumlah dana operasional 
pengawasan dengan jumlah kerugian negara akibat kejahatan 
perikanan seperti Illegal Fishing, “khusus di laut arafuru dalam 1 
tahun, lebih dari 11 trillium merugi akibat illegal fishing. Melihat 
dari nilai ini, masih sangat jauh dari anggaran yang diberikan 
untuk pengawasan dibanding dengan kerugian yg dialami”.82 
Penambahan anggaran yang meningkat tajam dari 
Rp.91,2 miliar menjadi Rp.340 miliar (naik 372%) khusus untuk 
kapal pengawas, diharapkan dapat membawa perubahan besar 
terkait pelaksanaan pengawasan sehingga kedepannya 
Indonesia dapat terhindar dari kejahatan pemanfaatan sumber 
daya kelautan dan perikanan seperti Illegal, Unported and 
Unregulated Fishing.  
Walaupun di sisi lain, penambahan anggaran yang 
berpengaruh terhadap penambahan hari kerja operasional 
menjadi 210 hari, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dalam hal ini Menteri Susi Pudjiastuti masih terus 
mengupayakan penambahan hari (waktu) operasional 
pengawasan menjadi 280 hari dalam setahun. Hal ini tentunya 
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan agar menjadi optimal.  
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1. Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia yang ditinjau dari 4 (empat) objek yaitu: 
perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta 
alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: 
izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal 
pengangkutan ikan. Sedangkan pengawasan kapal perikanan 
terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal, pemeriksaan 
pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang di-
adhock, dan laporan oleh pengawas. 
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdiri dari 
2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 
pendukung terdiri dari kerja sama dengan instansi lain (kerja sama 
antar lembaga), kerja sama dengan negara lain dan perangkat 
hukum yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu 
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang 
belum memadai, sistem integrasi data yang belum terintegrasi 
dengan baik, alokasi dana yang kurang dan waktu operasional 




1. Bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdiri dari 
faktor pendukung dan faktor penghambat. Sehingga untuk 
mewujudkan pengawasan yang optimal, maka faktor-faktor 
pendukung seperti kerja sama dengan instansi dan negara lain 
serta aparat hukum yang taat harus terus ditingkatkan dan dijaga 
keberlangsungannya. 
2. Bahwa perbaikan terhadap sumber daya manusia dan sarana dan 
prasrana pengawas dilakukan dengan meningkatkaan kuantitas 
dan kualitas dari pengawas dan sarana dan prasarana yang 
digunakan dalam menjalankan tugas dan wewenang. 
3. Bahwa sistem integrasi data yang belum terintegrasi dengan baik, 
dana yang kurang dan waktu operasional yang belum dioptimal, 
maka diharapkan ke depannya dapat dilakukan/ terjadi perbaikan 
dan peningkatan karena sejatinya hal tersebut merupakan 
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